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ABSTRAK 
 
“KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN PADA KLASIFIKASI WILAYAH 
TENGAH, PINGGIRAN, DAN PESISIR KOTA MAKASSAR” 
Ahmad Faqhruddin Abdur-Rabb 
Dr. Agussalim SE.,M.Si 
Dr. Sultan Suhab SE.M.Si 
 
Kompleksitas kehidupan rumah tangga miskin perkotaan menjadi suatu problem 
yang kian mendesak. Sebagai salah satu kota yang banyak melakukan 
pengembangan, Kota Makassar juga mengalami hal yang serupa. Populasi 
penduduk dan angka rumah tangga miskin yang besar dan terus meningkat 
setiap tahunnya menjadi kendala pembangunan yang dihadapi. Program 
penanggulangan pemerintah pada dasarnya berlaku general untuk setiap 
wilayah/kota, sehingga terkadang luput memperhatikan karakteristik rumah 
tangga miskin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik rumah tangga miskin 
di Kota Makassar berdasarkan klasifikasi wilayah tengah, pinggiran, dan pesisir 
Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, 
dengan mengandalkan tabel distribusi frekuensi sebagai alat analisisnya. 
Terdapat lima variabel dalam penelitian ini, yaitu demografi, pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan, dan perumahan, yang selanjutnya dibagi ke beberapa 
instrumen penelitian dengan kategorinya masing-masing. Adapun jumlah sampel 
yang diambil sebanyak 105 rumah tangga miskin, didistribusikan secara 
proporsional di tiga sampel/fokus wilayah penelitian. Sampel wilayah penelitian 
ini yaitu Kelurahan Pampang (tengah kota), Kelurahan Sudiang Raya (pinggiran 
kota), dan Kelurahan Kaluku Bodoa (pesisir kota). 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik 
rumah tangga miskin baik pada wilayah tengah, pinggiran, maupun pesisir kota. 
Perbedaan karakteristik tersebut ditemukan seperti pada tingkat pendidikan 
kepala rumah tangga, jenis penyakit kronis kepala rumah tangga, pekerjaan 
utama kepala rumah tangga, dan status kepemilikan lahan tempat tinggal. Di 
antara perbedaan karakteristik tersebut juga ditemukan keidentikan karateristik 
rumah tangga miskin, seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, angka 
partisipasi sekolah anggota rumah tangga, fasilitas buang air besar, lama bekerja 
kepala rumah tangga, dan sumber penerangan tempat tinggal. 
Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dari penelitian ini. Pertama, secara 
umum pemerintah Kota Makassar sudah perlu memikirkan secara serius 
pengendalian jumlah penduduk, memperhatikan lonjakan penduduk yang terus 
meningkat baik secara alami maupun migrasi. Kedua, secara khusus, melakukan 
penguatan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan keterampilan kepala 
rumah tangga miskin, pelayanan sosial terkait pendidikan, perbaikan sarana dan 
prasarana sanitasi, serta kemudahan dalam pengurusan administrasi atas 
legalitas lahan untuk rumah tangga miskin dalam meningkatkan akses mereka 
terhadap ruang pemukiman perkotaan. 
Kata kunci: karakteristik rumah tangga miskin, klasifikasi wilayah perkotaan. 
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ABSTRACT 
THE CHARACTERISTICS OF THE POOR HOUSEHOLDS ON THE 
CLASSIFICATION OF THE REGION OF CENTRAL, SUBURBS, AND 
COASTAL CITY OF MAKASSAR 
Ahmad Faqhruddin Abdur-Rabb 
Dr. Agussalim S.E., M.Si 
Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si 
The complexity of the life of the urban poor households becomes a problem that 
is increasingly urgent. As one of the cities that do many developments, The City 
of Makassar also experienced similar things. The population and the great 
number of poor households continue to increase every year ended up as a 
constraint faced by the development of the city. The government’s 
countermeasure program basically applies generally to any region/city, thus 
sometimes it doesn’t look out at the characteristics of the poor households. 
This study aims to describe the characteristics of poor households in The City of 
Makassar based on the classification of the region of central, suburbs, and the 
coastal city of Makassar. The research uses descriptive quantitative approach, by 
relying on frequency distribution table as the analytical tool. There are five 
variables in this study, i.e. demographic, education, health, occupation, and 
housing, then afterward divided into several research instruments with its 
category respectively. As for the number of samples are taken 105 poor 
households, proportionally distributed into three samples/focus area of research. 
The sample area of this research i.e. Pampang Village/ (central), Sudiang Raya 
Village (suburbs), and Kaluku Bodoa Village (coastal). 
The result of the analytical descriptive shows that there are differences in the 
characteristic of poor households either in the region of central, suburbs, or 
coastal. The differences of characteristics are found in the educational level of 
the head of the households, chronic disease of the head of the households, the 
main occupation of the head of the household, and the ownership status of the 
head of the household’s land for living. Among those differences of the 
characteristic, there also identical characteristics of poor households, such as the 
gender of the head of the households, school participation number of the 
household’s member(s), defecation facility, work’s duration of the head of the 
households, and lighting source of the house. 
There are several policy recommendations from this research. First, the 
government of The City of Makassar generally needs to seriously think of the 
population control, pay attention to the surge of the population that continuously 
increase, both naturally or by migration. Second, particularly, carry out the 
reinforcement of skills that related to empowerment of woman and skill of the 
head of the poor households, social service related to education, improvements 
of facilities and infrastructure of sanitation, as well as the ease of administration 
management over the legality of the land for poor households to improve their 
access to urban residential space. 
Keywords: characteristic of poor households, classification of urban areas 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial dan menjadi masalah 
yang kompleks-multidimensional. Pembahasan kemiskinan mulai dari hal 
mengakar hingga gejala dan dampak yang ditimbulkan memiliki pengaruh besar 
terhadap dinamika masyarakat. Kemiskinan tidak jarang menyiratkan kepiluan 
dan gejolak atas fakta-fakta kemiskinan. Bahkan kemiskinan seringkali berujung 
pada konflik sosial dan kasus-kasus kriminal. Untuk itu, mengaji persoalan ini 
selalu menjadi penting dan prioritas, sekaligus menjadi target pembangunan 
ekonomi yang perlu didukung dan dievaluasi. 
Agussalim (2009:19) mengatakan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari 
dua dimensi. Pertama, kemiskinan sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan 
beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, 
pendapatan, konsumsi dan keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi.  
serta tingkat pengembalian terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Kedua, 
kemiskinan juga merupakan akibat - dan memberikan kontribusi terhadap - 
ketersisihan (exclution) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan 
ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin 
dari sisi etnik, ras, kelas masyarakat, dan gender. 
Sejalan dengan besarnya respon terhadap isu kemiskinan yang terjadi, 
maka semakin berkembang pula kajian dan perspektif dalam melihat kemiskinan. 
Sehingga indikator untuk menilai kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai 
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan 
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perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 
hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi 
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Begitu pula 
terhadap pemenuhan hak pekerjaan, perumahan, pertanahan dan sumber daya 
alam, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan. 
Pembangunan ekonomi perkotaan yang diraih dan terus diupayakan 
menjadi daya tarik masyarakat untuk memindahkan ruang pemenuhan 
kebutuhan hidupnya dari desa ke kota, Kawasan perkotaan pun kini berkembang 
dengan pesat. Kota-kota sedang dengan penduduk 1-2 juta jiwa berubah 
menjadi kota besar yang dihuni lebih dari 3-5 juta jiwa. Kota-kota besar juga kian 
bertambah jumlah penduduknya. Kota metropolitan mengalami peningkatan 
hingga dapat dihuni oleh 5-8 juta jiwa. Kondisi ini akan terus meningkat 
mendekati tahun 2025 (Hall dan Peter dalam Pawitro, 2013). Beberapa contoh 
kota yang dalam proses yang demikian seperti kota Jakarta Raya, Surabaya, 
Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar. Pertumbuhan penduduk kota 
tentunya bukan saja hanya dilihat dari peningkatan penduduk melalui migrasi 
tetapi juga secara alamiah (kelahiran). Akan tetapi, dinamika perkotaan 
menunjukkan proporsi pertumbuhan penduduk kota yang berangkat dari proses 
migrasi jauh lebih besar dibandingkan secara alamiah. 
Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak. 
Terkait dengan trend dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia yang 
memicu peningkatan arus perpindahan penduduk ke kota, ekspektasi dan 
preferensi masyarakat untuk menjangkau pelayanan publik, sarana dan 
prasarana pemenuhan kebutuhan serta pasar yang memadai sebagai faktornya. 
Diilustrasikan dalam Catatan Kebijakan SMERU (2011) bahwa sepanjang 1980 
hingga 2010 proporsi penduduk kota meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 
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menjadi 44,28% pada tahun 2010. Data lainnya yang ditunjukkan menjelaskan 
proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan tumbuh pesat dari 18,45% 
tahun 1976 menjadi 36,61% pada tahun 2009. Sehingga, SMERU menyatakan 
bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti 
dengan urbanisasi kemiskinan. Mengacu pada laporan Biro Pusat Statistik dalam 
Maulana (2008), perkembangan kemiskinan di daerah perkotaan di Indonesia 
relatif lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini 
disebabkan oleh makin derasnya arus migrasi penduduk miskin dari pedesaan 
ke daerah perkotaan. Pada tahun 2006, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 
30,30 juta jiwa atau 17,75 % dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk miskin 
tersebut sebanyak 13,47 % berada di perkotaan. 
Hal ini berdampak pada timbulnya kemiskinan perkotaan dari berbagai 
aspek, seperti aspek fisik (berkaitan dengan infrastruktur dan sarana 
transportasi), aspek non-fisik seperti aspek sosial-ekonomi (keterbatasan 
lapangan pekerjaan, kesenjangan, marginalisasi) ataupun aspek ekologis 
(pencemaran lingkungan), yang mudah ditemukan pada pemukiman kumuh kota 
(slum area). Sebaran pemukiman kumuh kelompok miskin kota ini kemudian 
tersebar di berbagai wilayah kota, mengambil tempat yang marginal dari 
dominasi ruang kota oleh aktifitas produksi industri, bisnis, jasa, juga 
pengembangan pemukiman kelas menengah – atas. 
Analisa yang dipaparkan Thorbecke dalam Remi dan Tjiptoherijanto 
(2002) menambahkan beberapa alasan peningkatan kemiskinan perkotaan. 
Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor 
ekonomi utama di wilayah perkotaan seperti konstruksi, perdagangan, dan 
perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di 
perkotaan. Kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari 
4 
 
4 
 
produksi mereka sendiri, pertambahan harga bahan makanan mempengaruhi 
secara negatif pembeli yang pada umumnya lebih banyak dibanding 
pengaruhnya pada produsen makanan, yang mendatangkan penderitaan lebih 
banyak di antara rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan. 
Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur juga mengalami 
persoalan yang serupa dengan perkembangan kota besar lainnya di Indonesia. 
Terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi sejak tahun 2009 hingga 2014. Pada 
tahun 2009 total penduduk Kota Makassar berjumlah 1.272.349 jiwa dengan 
peningkatan terus menerus sampai tahun 2014 yang mencapai 1.429.242 jiwa. 
Berikut statistik pertumbuhan penduduk Kota Makassar. 
 
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar 2009-2014 
 
Sumber: BPS SULSEL, 2014 
 
Sementara itu, di antara kepadatan penduduk Kota Makassar tersebut 
terdapat populasi penduduk miskin yang mencapai sekitar 66.400 jiwa pada 
tahun 2013. Meskipun jumlah penduduk miskin secara proporsi hanya 
menyumbang sekitar 4,7% terhadap total penduduk Kota Makassar (BPS, 2014), 
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namun jika melihat perkembangannya, kemiskinan Makassar dari tahun 2006 
hingga 2013 masih cenderung fluktuatif dengan penurunan yang tidak begitu 
signifikan. 
 
Grafik 1.2 Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2006-2013 
 
 Sumber: BPS SULSEL, 2014 
 
Angka kemiskinan di atas mengikuti standar pengukuran yang diterapkan 
oleh BPS. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan angka kemiskinan 
yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Makassar 
dengan total penduduk miskin mencapai 434.123 jiwa pada tahun 2013 dengan 
proporsi mencapai 30% terhadap jumlah penduduk Kota Makassar. Tentunya 
terdapat perbedaan indikator pengukuran di antara kedua instansi tersebut, di 
mana dari perbandingan ini bisa dinilai bahwa penduduk miskin Kota Makassar 
masih tergolong rentan terhadap kondisi ataupun indikator-indikator yang lebih 
luas, jika dilihat dari perspektif perhitungan BPS. Total kemiskinan Makassar jika 
dihitung berdasarkan rumah tangga miskin versi BAPPEDA yang mencapai 
92.719 rumah tangga, angka ini masih jauh lebih tinggi dibanding dengan kisaran 
total penduduk miskin versi BPS. 
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Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga daerah yang termasuk kota yaitu, 
Kota Makassar, Pare-Pare dan Palopo. Membandingkan angka kemiskinan di 
antara kota yang terdapat di Sulawesi Selatan ini, maka akan terlihat proporsi 
kemiskinan terendah adalah Kota Makassar terhadap jumlah penduduk 
miskinnya dengan angka 5,02%. Namun, Kota Makassar memiliki jumlah 
penduduk miskin yang jauh tinggi dibandingkan 2 kota lainnya, seperti yang 
ditunjukkan statistik berikut 
 
Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar, 
Parepare dan Palopo 
Sumber: BPS SULSEL, 2013 
Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan Kota Makassar secara 
persentase memang rendah dibandingkan dengan kota Parepare dan kota 
Palopo. Hal ini disebabkan tingginya populasi penduduk Kota Makassar terkait 
laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik secara alamiah maupun 
melalui urbanisasi. 
Tahun 
Pare-pare Palopo Makassar 
Populasi persen Populasi Persen Populasi Persen 
2006 9,560 8.28 16,960 12.45 86,150 7.04 
2007 8,800 7.65 17,400 12.71 69,900 5.66 
2008 8,300 7.10 18,200 12.83 66,900 5.36 
2009 7,690 6.52 17,260 11.85 69,670 5.52 
2010 8,500 6.53 16,800 11.28 78,700 5.86 
2011 7,741 5.91 15,300 10.22 71,675 5.29 
2012 7,400 5.58 14,800 9.46 69,200 5.02 
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 Intergrasi wilayah Makassar, Sungguminasa (Gowa) dan Takalar yang 
lebih akrab dikenal dengan istilah integrasi Maminasata. Jika membandingkan 
data kemiskinan di antara ketiganya, maka Kota Makassar menunjukkan 
perkembangan angka kemiskinan yang fluktuatif. Sementara itu kabupaten Gowa 
maupun kabupaten Takalar menunjukkan penurunan angka kemiskinan secara 
konsisten dari tahun 2009 hingga tahun 2012. 
Grafik 1.3 Populasi Penduduk Miskin Mamminasata Tahun 2006-2012 
 
 Sumber: BPS SULSEL, 2013  
 
Cukup banyak temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa kondisi 
perkembangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa 
berbagai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan, 
sekalipun berpengaruh. Implementasi program-program tersebut seringkali tidak 
bisa berjalan sesuai target dan tujuan. Program tersebut dirancang dari pusat 
tanpa menghiraukan karakteristik masing-masing daerah dan perbedaan 
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persoalan yang dihadapi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan 
tanggung jawab dalam pelaksanaan program. 
Sementara itu, dengan menyoroti level perencanaan kebijakan, 
Agussalim (2009,107) beranggapan bahwa dengan mengandalkan studi makro 
memang seringkali tidak memuaskan. Informasi yang dihasilkan hampir tidak 
pernah akurat dan valid. Studi semacam ini tidak pernah sanggup menyediakan 
informasi rinci mengenai: (i) dimana persisnya orang miskin tersebut bermukim?; 
(ii) bagaimana karakteristik dan profil penduduk miskin?; (iii) faktor-faktor apa 
menyebabkan mereka miskin?; (iv) bagaimana mengamati perubahan taraf hidup 
orang miskin dari waktu ke waktu?; (v) siapa saja orang miskin yang berhasil 
dientaskan dan siapa saja yang masih berkutat dengan kemiskinan?; (vi) 
mengapa kebijakan, program, dan anggaran tidak bekerja efektif bagi kaum 
miskin; dan seterusnya. Akibatnya, program dan kegiatan pengentasan 
kemiskinan tidak tepat sasaran, terjadi ketidak-jelasan target, serta bias kepada 
yang non-miskin. 
 Memandang perkembangan Kota Makassar yang tengah menuju target 
pembangunan yang lebih luas dan upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan 
yang lebih banyak mendapat evaluasi penting, maka mengidentifikasi 
karakteristik kemiskinan rumah tangga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, 
setidaknya dengan mengambil pola pemetaan wilayah/spasial tertentu agar 
pandangan terhadap informasi karakteristik kemiskinan tersebut lebih semakin 
faktual. Berdasarkan latar belakang inilah penulis berinisiatif untuk mengambil 
penelitian yang berjudul “Karakteristik Rumah Tangga Miskin pada 
Klasifikasi Wilayah Tengah, Pinggiran, dan Pesisir Kota Makassar”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana karakteristik rumah tangga miskin pada wilayah tengah, 
pinggiran, dan pesisir Kota Makassar? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
a. Mendeskripsikan dan menganalisis karakterisitik rumah tangga miskin 
pada wilayah tengah, pinggiran, dan pesisir kota Makassar. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1. Kegunaan teoritis 
a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori tentang kemiskinan 
khususnya dalam aspek rumah tangga miskin pada wilayah yang 
telah ditentukan di Kota Makassar, dengan menjadikan teori-teori lain 
sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. 
b. Sebagai rujukan atau bahan referensi terkait informasi yang relevan 
dengan kajian kemiskinan secara spesifik terkait karakteristik 
kemiskinan di Kota Makassar bagi kalangan mahasiswa, maupun 
kalangan pekerja sosial seperti Organisasi Non Pemerintah (Ornop) 
dan lain-lain. 
1.4.2. Kegunaan Praktis 
Menjadi bahan refleksi dalam perencanaan pembangunan dan 
upaya pengentasan kemiskinan bagi kalangan aparat pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah Kota Makassar. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori 
2.1.1 Ragam Konsep dan Teori Kemiskinan 
Para peneliti kemiskinan nampaknya telah memiliki konsensus bahwa 
permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang multidimensional. Sebagai 
contoh, penjelasan mengenai kemiskinan pada Copenhagen Programme of 
Action of the World Summit for Social Development tahun 1995 yang 
menyebutkan bahwa kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk 
kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk 
menjamin kelangsungan hidup, kelaparan, dan kekurangan gizi, kesehatan yang 
buruk serta keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. 
Peningkatan morbiditas dan peningkaan kematian akibat penyakit tunawisma, 
perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, dan diskriminasi 
sosial serta pengucilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan 
kemiskinan dicirikan oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan 
dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya (Barrientos, 2010). 
Secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, 
kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. 
Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, 
pendapatan, dan konsumsi, serta keterbatasan akses terhadap faktor-faktor 
produksi dan tingkat pengembalian terhadap faktor-faktor produksi tersebut. 
Kedua, kemiskinan juga merupakan akibat –dan memberikan kontribusi terhadap 
11 
 
 
 
–ketersisihan (exclution) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, 
serta ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa 
tercermin dari sisi etnik, ras, kelas masyarakat, dan gender (Agussalim, 
2009:19). 
Untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi dapat digunakan 
dua pendekatan. Pertama, kemiskinan absolut, dimana seseorang dikatakan 
miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) yang telah ditentukan 
berdasarkan standar tertentu yang disebut dengan garis kemiskinan (poverty 
line). Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan untuk 
kebutuhan makanan 2.100 kalori per orang per hari sebagai batasan minimal 
pengeluaran individu dengan 52 jenis makanan (masing-masing untuk wilayah 
kota dan desa). Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan meliputi 
46 jenis komoditas dasar yang terdiri atas perumahan, pakaian, pendidikan, 
kesehatan, transportasi, barang tahan lama, dan aneka barang dan jasa dengan 
komponen pengeluaran bukan makanan ini tidak dibedakan antara perkotaan 
dan pedesaan. Artinya, individu yang tidak mampu memenuhi batasan 
pengeluaran makanan tersebut tergolong sebagai penduduk miskin. 
Namun pengukuran kemiskinan versi BPS ini mendapat banyak kritikan. 
Lembaga penelitian SMERU misalnya mengatakan bahwa walaupun pengukuran 
ini sangat berguna untuk merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, 
pengukuran dengan cara ini memiliki kelemahan karena jumlah penduduk miskin 
sangat peka terhadap garis kemiskinan dan tidak memberikan informasi tentang 
kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut. Sementara itu, Bank Dunia 
(2001) mengatakan bahwa dengan hanya melihat mereka secara statistik masuk 
dalam kategori di bawah garis kemiskinan, pendekatan ini menyempitkan ruang 
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lingkup kemiskinan dan menjauhkan dari realitas penduduk miskin yang lebih 
dinamis (Agussalim, 2009:26) 
Kedua kemiskinan relatif, kemiskinan relatif adalah perbandingan antara 
kelompok dalam masyarakat, yaitu antara kelompok miskin –yang mungkin tidak 
miskin karena tingkat pendapatannya masih lebih tinggi dari pada garis 
kemiskinan– dengan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.  Dengan 
ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi 
pendapatan. Melalui koefisien ini, maka kelompok penduduk dengan pendapatan 
terendah (20% penduduk kelas terendah) diidentifikasi sebagai penduduk miskin. 
Pada tahun 1990-an, United Nation Development Programme (UNDP) 
memperkenalkan pendekatan pembangunan manusia (human development), 
yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human 
Development Index) dan (Human Poverty Index). Pendekatan UNDP ini relatif 
lebih komprehensif karena mencakup bukan saja dimensi ekonomi (pendapatan), 
melainkan dimensi pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka 
harapan hidup). Pendekatan ini juga berporos pada paradigma pembangunan 
polpulis (popular development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan 
kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan 
oleh Amartya Sen (1998). 
Pendekatan ini sebenarnya juga masih melihat kemiskinan sebagai 
kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem 
pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada kondisi atau 
keadaan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang 
miskin hanya dipandang sebagai orang yang serba tidak memiliki, seperti 
pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, tidak berdaya, dan sebagainya. 
Metodenya masih berpijak pada outcome indicators, sehingga kurang 
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memperhatikan aspek atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang 
memengaruhinya (Agussalim, 2009:23). 
Kemiskinan juga dijabarkan sebagai kondisi keluarga yang tidak memiliki 
cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 
dan perumahan. Sebagaimana perspektif yang diterapkan oleh BKKBN, yang 
menjelaskan bahwa keluarga miskin prasejahtera adalah yang tidak mampu 
makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, tidak 
dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, bagian terluas rumah berlantai 
tanah, dan tidak mampu membawa keluarganya ke sarana kesehatan. 
Selanjutnya BKKBN menjabarkan keluarga miskin ialah paling kurang sekali 
seminggu keluarga makan daging/ikan/telur, setahun sekali seluruh anggota 
keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian, luas lantai rumah paling 
kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni. 
Dari ragam perspektif yang diterapkan oleh beberapa instansi 
pemerintahan itulah lahir upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai 
program pemerintah. Namun nampaknya konsep kemiskinan semacam ini masih 
cukup terbatas, dan penanggulangannya bersifat jangka pendek serta 
metodenya masih belum mengantarkan pada usaha untuk mencoba memahami 
kemiskinan yang terjadi dan faktor penyebabnya (Agussalim, 2009:23). Alhasil 
upaya program penanggulangan kemiskinan senantiasa berkutat pada wilayah 
bantuan untuk memenuhi kekurangan atas kebutuhan dasar yang dialami 
penduduk miskin, yang justru menghadirkan ketergantungan sebagai persoalan 
baru. Konsep kemiskinan semacam ini juga tidak akan tajam melihat berbagai 
ketimpangan akses sumber daya ekonomi yang dibedakan berdasarkan kelas, 
etnis, ras, atapun gender (Wijaksana dan Subiantoro, 2005:118). Dengan frontal 
Shohibuddin dan Soetarto dalam Cahyono (2012:32) menyoroti perencanaan 
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pembangunan dan pengambil kebijakan yang memosisikan kemiskinan sebagai 
sebuah “kondisi” ketimbang “konsekuensi”, tanpa memahami berbagai proses 
yang membentuk kemiskinan dan ketimpangan tersebut. 
Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi 
dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana yang merupakan 
penyebab sebenarnya atau yang utama, serta faktor-faktor mana yang 
berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika 
diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat 
kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau 
produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat 
investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya 
alam. Begitupula dengan penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, 
kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos dan motivasi kerja, kultur budaya 
atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tambunan, 
2001). 
Faktor-faktor penyebab kemiskinan ini diklasifikasikan dalam beberapa 
bentuk Menurut Sumodiningrat (1998), Nugroho dan Dahuri (2002), diantaranya 
kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.  
a) Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan 
kapasitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemiskinan 
alamiah terjadi karena kegagalan individu dan atau lingkungan fisik sebagai 
objeknya hingga seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau 
mendapatkan pekerjaan. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut 
Kartasasmita (1996) dan  Baswir (1997) disebabkan karena faktor alamiah 
seperti cacat, sakit, usia lanjut, bencana alam, ataupun karena sumberdaya 
alam yang kritis dan kering, serta kondisi daerah yang terisolir. 
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b) Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh sikap 
hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak individu/masyarakat berada 
dalam lingkaran kemiskinan, dalam batasan kemiskinan yang telah 
ditetapkan masyarakat umum atau instansi berwenang pada wilayah 
tersebut. Kondisi ini tercermin dalam gaya hidup yang malas dan boros, 
bahkan sikap masyarakat yang masih memegang adat yang merasa 
berkecukupan dengan tersedianya kebutuhan hidup di hutan, dan 
kepercayaan yang kuat pada nilai spiritualitas seperti anggapan banyak anak 
banyak rejeki juga tergolong dalam tipe kemiskinan ini. Kelompok masyarakat 
seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan. 
c) Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung maupun tidak 
langsung disebabkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan 
dalam pembangunan ataupun kebijakan publik lainnya. Tipikal kemiskinan ini 
umumnya ditandai dengan ketimpangan kepemilikan sumber daya, 
kesempatan berusaha, dan faktor lain yang menyebabkan ketimpangan 
struktur sosial dan ekonomi. Sistem sosial ekonomi yang berlaku 
memungkinkan terkonsentrasinya kekuasaan dan sumber daya pada pihak 
tertentu, yang menghambat peluang pihak lain untuk ikut mengakses dan 
menggunakan sarana ekonomi  dan fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi 
mereka (Agussalim, 2009:20). Sehingga pada kondisi yang sama di wilayah 
tertentu bisa saja terjadi upaya penanggulangan kemiskinan, sementara sisi 
yang lain juga terjadi proses reproduksi kemiskinan, secara kasar disebut 
sebagai pemiskinan. 
Posisi kemiskinan alamiah dan kemiskinan kultural berada dalam diri 
individu/masyarakat merupakan faktor bawaan. Akan tetapi, kemiskinan yang 
disebabkan secara struktural berangkat dari luar kehidupan individu/masyarakat 
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dan bukan menjadi pilihan hidup pelaku kemiskinan. Dengan dimensi yang lebih 
luas Heredia dan Pueblo dalam Agussalim (2009:21) mengemukakan beberapa 
hal yang menjadi bagian kemiskinan struktural. 
a. Kurangnya demokrasi: hubungan kekuasaan yang menghilangkan 
kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah 
yang menjadi perhatian mereka. 
b. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi)  dan sumber 
daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk. 
c. Kurangnya mekaniskme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. 
d. Disintegrasi ekonomi nasional yang berorientasi memenuhi pasar asing dari 
pada pasar domestik. 
e. Pengikisan peran pemerintah dalam meminimalkan ketimpangan sosial. 
Seperti swastanisasi program-program sosial. 
f. Ekploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya 
ekosistem yang tidak proporsional berdampak kepada orang miskin 
g. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopilisasi ekonomi dan polarisasi 
masyarakat, yang memacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan 
kesejahteraan. 
 
2.1.2 Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1996) mendefinisikan 
keluarga miskin sebagai keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. 
Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, kebutuhan pangan, 
kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan kesehatan serta kebutuhan 
17 
 
 
 
keluarga berencana. Secara operasional keluarga prasejahtera tampak dalam 
ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut :  
a. Melaksanakan ibadah menurut agamanya 
b. Makan minimal dua kali sehari 
c. Pakaian lebih dari satu pasang  
d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah  
e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan  
Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi 
kebutuhan sosial dan psikologis, seperti: kebutuhan pendidikan, interaksi dalam 
keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara 
operasional keluarga sejahtera I tidak mampu memenuhi salah satu indikator 
sebagai berikut: 
a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah yang dianutnya secara 
teratur 
b. Minimal seminggu sekali makan daging / telur / ikan  
c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun  
d. Luas lantai rumah rata-rata 8 per anggota keluarga  
e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta 
huruf latin 
f. Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah  
g. Salah satu anggota keluarga berpenghasilan tetap 
h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan 
fungsinya dengan baik  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga miskin dilihat dari 
tiga karakteristik yaitu karakteristik demografi, karakteristik ekonomi dan 
karakteristik sosial. 
A. Karakteristik demografi dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 
a) Struktur dan ukuran rumah tangga 
Indikator ini penting karena menunjukan korelasi yang mungkin antara 
tingkat kemiskinan dengan komposisi rumah tangga. 
b) Rasio ketergantungan 
Rasio ketergantungan dihitung sebagai rasio jumlah anggota rumah 
tangga yang tidak berada dalam angkatan kerja terhadap mereka 
yang berada dalam angkatan kerja di rumah tangga tersebut. 
c) Gender kepala rumah tangga 
Secara umum dinilai bahwa jenis kelamin kepala rumah tangga 
berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. 
B. Karakteristik ekonomi mencakup empat ketegori yaitu :  
a) Ketenagakerjaan rumah tangga  
Ketenagakerjaan rumah tangga dititikberatkan pada partisipasi 
angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat setengah 
pengangguran dan perubahan jenis pekerjaan. 
b) Pendapatan rumah tangga  
Pendapatan mewakili suatu bidang yang sangat penting untuk 
dipertimbangkan ketika menentukan karakteristik rumah tangga 
miskin. Hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah tingkat 
pendapatan dan juga distribusinya diantara anggota rumah tangga 
c) Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga 
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Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk 
mencirikan rumah tangga dengan memberikan gambaran 
pengeluaran makanan dan non makanan. 
d) Kepemilikan 
Indikator ini mencerminkan inventaris kekayaan rumah tangga dan 
dengan demikian mempengaruhi arus pendapatan rumah tangga. 
C. Karakteristik sosial terdiri dari tiga kategori yang meliputi :  
a) Kesehatan dalam rumah tangga  
Indikatornya meliputi status gizi, status penyakit, ketersediaan 
pelayanan kesehatan dan penggunaan pelayanan kesehatan oleh 
rumah tangga. 
b) Pendidikan 
Ada tiga jenis indikator dalam pendidikan yaitu tingkat pendidikan 
anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan dan 
penggunaan pelayanan oleh anggota rumah tangga 
c) Tempat tinggal 
Tempat tinggal menunjukan pada kerangka kerja keseluruhan dari 
kehidupan pribadi rumah tangga. Secara umum rumah tangga miskin 
hidup dalam kondisi yang lebih berbahaya, lingkungan yang kurang 
bersih mempunyai kontribusi terhadap tingkat kesehatan yang rendah 
dan produktivitas anggota rumah tangga yang lebih rendah. 
Qubria (1991) dalam Sari (2012) menggambarkan karakteristik rumah 
tangga miskin ke dalam lima karakteristik, antara lain :  
a. Karakteristik geografis  
Secara geografis, peluang terjadinya kemiskinan lebih besar di pedesaan 
daripada di perkotaan terlepas dari kriteria atau metode pengukuran 
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kemiskinan. Kemiskinan tersebut ditandai dengan variabel-variabel 
rendahnya pendapatan dan konsums, kekurangan pangan, buta huruf, 
kematian bayi yang cukup tinggi, kondisi tempat tinggal kurang memenuhi 
persyaratan kesehatan. 
b. Karakteristik demografi 
Rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga yang 
sangat besar dengan beberapa orang anak dan anggota rumah tangga 
lain tergantung secara ekonomi. Atau sebaliknya, rumah tangga miskin 
hanya terdiri dari sedikit orang yang bekerja dan memiliki upah. Selain itu 
juga, kemiskinan lebih tinggi terjadi pada rumah tangga yang dikepalai 
oleh seorang wanita daripada pria. 
c. Karakteristik penguasaan asset  
Pendapatan seorang individu bergantung pada penguasaan asset 
individu (termasuk sumber daya manusia). Penduduk miskin adalah 
mereka yang penguasaan assetnya rendah, sehingga rumah tangga 
miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses modal lain dan 
kekurangan kesempatan kerja mandiri. 
d. Karakteristik sumber pendapatan 
Sumber pendapatan utama bagi rumah tangga miskin adalah kegiatan di 
sektor primer (sektor pertanian secara luas). Kegiatan di sektor pertanian 
ditandai dengan rendahnya produktifitas, ketrampilan dan keahlian 
rendah, rendahnya modal serta rendahnya tingkat upah. 
e. Karakteristik lain 
Faktor spesifik pada masing-masing negara menyebabkan adanya 
karakteristik tambahan. Faktor-faktor spesifik tersebut misalnya, 
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keragaman etnik, struktur kelas sosial, dinamika kemiskinan dan 
fenomena kemiskinan. 
Sehingga pengukuran karakteristik kemiskinan, dengan 
mempertimbangkan kompleksitas dari kondisi rumah tangga miskin, dapat 
dilakukan dengan mengambil dimensi pendapatan, pendidikan, kesehatan, 
aksesbilitas dan dimensi non-pendapatan yang akan diturunkan pada beberapa 
indikator berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, seperti yang diajukan oleh J. 
Hentzel and R. Seshagir (2000) yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 2.1 Dimensi Kemiskinan Secara Makro 
DIMENSI INDIKATOR 
Pendapatan Angka kemiskinan 
Kesenjangan kemiskinan 
Keparahan kemiskinan 
Ketimpangan pendapatan 
Pendidikan Angka melek huruf 
Lama sekolah 
Kesehatan Angka kematian anak usia bawah 5 tahun 
Angka kematian anak 
Angka kematian ibu 
Angka harapan hidup 
Angka kekurangan gizi anak-anak 
Akses Air, listrik, sanitasi, pembuangan sampah 
Sekolah dan fasilitas kesehatan 
Pelayanan sosial 
Kepuasan pelayanan 
Non pendapatan Pengangguran 
Kekerasan 
Pekerja anak-anak 
Diskriminasi 
       Sumber: Hentzel and R. Seshagir (2000) 
Demi mendukung pengentasan kemiskinan Nasional pada level rumah 
tangga miskin, Biro Pusat Statistika melahirkan pendataan kemiskinan yang 
menjadi kebutuhan data lapangan untuk Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
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yang dirilis setiap 3 tahun. Adapun12 kararakteristik rumah tangga miskin yang 
ditentukan melalui pendataan ini dapat dilihat sebagai berikut. 
Tabel 2.2 Karakteristik dan Komponen Kemiskinan Rumah Tangga 
KARAKTERISTIK KOMPONEN 
Demografi 
- Gender Kepala Rumah Tangga 
- Usia Kepala Rumah Tangga 
- Jumlah Anggota Rumah Tangga 
Pendidikan 
- Tingkat Pendidikan Kepala 
Rumah Tangga 
Kesehatan 
- Jenis Penyakit Kronis Anggota 
Rumah Tangga 
- Sumber Air Minum 
- Fasilitas Buang Air Besar 
- Tempat Pembuangan akhir tinja 
Pekerjaan 
- Tingkat Pendapatan Kepala 
Rumah Tangga 
- Jenis Pekerjaan Utama 
- Status Kedudukan dalam 
Lapangan Usaha 
Perumahan 
- Status Penguasaan Tempat 
Tinggal 
- Jenis Lantai Tempat Tinggal 
- Jenis Dinding Tempat Tinggal 
- Jenis Atap Tempat Tinggal 
Sumber: Laporan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), 2011 
2.1.3 Kemiskinan Perkotaan 
Perkembangan kota dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi yang 
dapat dilihat berdasarkan aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Berkaitan 
dengan aspek demografi, pertumbuhan penduduk di perkotaan ini disebabkan 
oleh pertumbuhan alami penduduk maupun migrasi penduduk. Selain itu, 
perkembangan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi yang 
dapat dilihat dari adanya pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke 
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sektor non pertanian, seperti perdagangan dan industri. Sedangkan berdasarkan 
aspek sosial, perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat dari adanya 
perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya (Mc Gee, 1971). 
Kepadatan penduduk kota yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh 
pertumbuhan alami penduduk namun juga migrasi, yaitu perpindahan penduduk 
desa ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 
Urbanisasi menyebabkan kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan 
karena harus memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak. Selain 
itu, proses perkembangan yang terjadi juga mempengaruhi perubahan ekonomi 
dan sosial. Fenomena urbanisasi menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan 
yang semakin luas, sehingga akan mempengaruhi struktur fisik kota, tidak hanya 
bagi kota besar tetapi juga bagi kota kecil. Urbanisasi menghasilkan perubahan, 
baik konstruktif maupun deskriptif yang bergantung pada berbagai faktor di 
antaranya daya dukung kota, terutama daya dukung fisik dan ekonomi, kualitas 
para urbanit, terutama dalam segi pendidikan dan keterampilan berwiraswasta, 
serta kebijakan pemerintah setempat dan kebijakan nasional mengenai tata kota 
(Bintarto, 1984:24). 
Kemiskinan perkotaan juga terjadi karena migrasi yang aktif dari 
pedesaan ke perkotaan. Hal ini disebabkan oleh karena kota dianggap lebih 
menjanjikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan 
mereka sehingga banyak penduduk desa yang pindah ke kota meskipun mereka 
tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk bersaing dalam 
kehidupan kota. Pembangunan perkotaan sebenarnya memiliki peranan besar 
dalam memerangi kemiskinan nasional, baik dari pendatang baru yang 
memberikan peluang untuk kehidupan yang lebih baik dan dari perspektif negara 
dengan menyediakan sebuah pasar yang memiliki diversifikasi industri dan jasa 
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dapat berkembang sebagai mesin pertumbuhan dari pendapatan nasional. 
Namun, perwujudan potensi keuntungan migrasi dari perdesaan ke perkotaan 
tergantung pada seberapa baik kota mampu mengatur pertumbuhan, 
menyediakan tata pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan kepada 
penduduknya (Baharoglu dan Kessides, 2001). 
Masyarakat yang melakukan urbanisasi memiliki preferensi kebutuhan 
akan ketersediaan tanah atau tempat tinggal ketika sampai di kota, ini 
merupakan hal yang paling pertama dan utama bagi mereka. Suparlan (1993) 
membahasakan preferensi tersebut seperti berikut.  
Massa penduduk yang kini menuju ke kota, menyaksikan bahwa tanah di 
daerah perkotaan itu sudah dibagi-bagi dalam petakan yang kecil-kecil, yang 
dapat dibeli dan disewa. Dan sekiranya mereka mampu membeli tanahnya, 
mereka tidak sanggup membangun rumah dengan alat dan keterampilan 
sendiri. Bahkan sering sekali menu makanannya sangat sederhana, kurang 
sekali menyediakan tenaga setelah menyelesaikan tugas pekerjaan sehari-hari 
dan setelah menempuh jarak jauh dan meletihkkan dari tempat kerjanya ….. 
masalah bertambah rumit lagi, karena kenyataan bahwa arus kaum pemukim 
berbondong-bondongmasuk kota lebih cepat dari kesanggupan industri untuk 
menampung tenaga kerja. Arus manusia semakin meningkat jumlahnya, yang 
ramai-ramai membanjiri kota telah dan akan tetap akan menambah gawatnya 
kebutuhan perumahan. Dan hal ini ikut memperuncing persaingan mencari 
pekerjaan untuk memperoleh uang guna membayar harga pembelian atau 
sewa rumah. Dan umumnya kaum pemukim itu tiba di kota tanpa mempunyai 
pendapatan atau keterampilan yang memadai, dan sering menjalani kehidupan 
marginal selama bermukim di kota itu (Suparlan, 1993:61-62). 
 
Akibatnya di tengah pesatnya kemajuan dan mobilitas pembangunan 
ekonomi yang tinggi di perkotaan, tetap saja hadir potret mereka yang tidur di 
trotoar jalanan, daerah pemukiman kumuh (slum area), liar, dan padat, yang 
menampilkan kesengsaraan manusia di kota-kota yang tengah berkembang. 
Sehingga kemiskinan perkotaan mengambil tempat yang cukup kompleks dalam 
masalah yang dihadapi manusia saat ini, yang meliputi hingga kerawanan tempat 
tinggal, ketidakberdayaan, kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan 
serta keamanan pribadi. Kemiskinan perkotaan sering dicirikan sebagai deprivasi 
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kumulatif yaitu satu dimensi kemiskinan sering menjadi penyebab atau penyulut 
dari dimensi kemiskinan lainnya. (Puguh B. Irawan, 2003). 
Gambar 2.1 Dampak Kumulatif Kemiskinan Perkotaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Baharoglu dan Kessides dalam Renggapratiwi, 2009 
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perekonomian yang terjadi, baik dengan angka pertumbuhan ekonomi maupun 
pembangunan wilayah perkotaan yang nampak langsung dihadapan masyarakat. 
Namun seiring perkembangan tersebut meningkatkan kompleksitas masalah 
kemiskinan perkotaan. Sektor industri yang berkembang di perkotaan sebagai 
pengaruh globalisasi di negara berkembang ternyata tidak mampu memberikan 
trickle down effect (efek penetesan) ke wilayah pedesaan, sehingga 
kecenderungan yang terjadi adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial dan 
spasial antara kota besar dan pedesaan. Kemiskinan yang diakibatkan adanya 
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kesenjangan ini terjadi terutama di wilayah pedesaan di Asia (Renggapratiwi, 
2009). 
Kesenjangan pendapatan dan disparitas antara perkotaan dan pedesaan 
semakin memperburuk kesejahteraan penduduk di wilayah pedesaan. Pada 
akhirnya, penduduk desa dengan kemampuan rendah pindah ke kota dengan 
pengharapan mendapatkan hidup yang lebih baik sehingga penduduk kota 
semakin banyak dan kebutuhan penduduk semakin meningkat. Namun sektor 
formal yang berkembang di perkotaan tidak mampu menyerap tenaga kerja 
kemampuan dan keahlian rendah tersebut sehingga mereka bekerja di sektor 
informal seperti buruh, aktivitas tradisional dalam skala kecil, PKL, dan 
sebagainya. Sektor informal ini tidak memiliki kesempatan masuk dalam ekonomi 
pasar. Sektor informal ini cenderung memiliki pendapatan kecil, sehingga tidak 
terjadi aliran kapital dari kota ke desa (Renggapratiwi, 2009) 
2.1.4 Karakteristik Rumah Tangga Miskin Perkotaan 
Beberapa karakteristik pada kemiskinan perkotaan meliputi tingkat 
pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, 
kerawanan atau ketidakamanan individu dan tempat tinggal, dan 
ketidakberdayaan. Berikut uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan 
pada masing-masing karakteristik yang dijabarkan oleh Biro Pusat Statistik 
(2007). 
a) Dimensi rendahnya tingkat pendapatan disebabkan oleh ketergantungan 
pada ekonomi uang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, 
ketidakpastian prospek pekerjaan, ketidakmampuan mempertahankan 
pekerjaan dan kurangnya akses terhadap kesempatan kerja. 
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b) Dimensi kondisi kesehatan buruk disebabkan oleh kondisi hidup yang kumuh, 
padat, dan tidak higienis, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat karena 
polusi, bahaya lingkungan seperti banjir, air pasang dan, risiko yang tinggi 
terhadap penyakit karena buruknya kualitas air, udara dan sanitasi. 
c) Dimensi tingkat pendidikan rendah disebabkan oleh terhambatnya akses 
terhadap pendidikan karena daya tampung sekolah yang terbatas, 
ketidakmampuan membayar uang sekolah, buku dan seragam, dan risiko 
keselamatan/keamanan ketika pergi ke sekolah. 
d) Dimensi kerawanan/ketidakamanan tempat tinggal dan pribadi disebabkan 
oleh menyewa atau membangun rumah di tanah sengketa atau tanah ilegal, 
penyalahgunaan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian 
keluarga dan keragaman sosial dan ketimpangan pendapatan yang tampak 
jelas di kota-kota. 
e) Dimensi ketidakberdayaan disebabkan oleh tidak adanya kepastian terhadap 
status tempat tinggal dan prospek pekerjaan, isolasi dari komunitas yang 
tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, kurangnya sumber informasi untuk 
memperoleh pekerjaan dan untuk mengetahui hak individu dalam mengakses 
pelayanan. 
Selain itu kemiskinan perkotaan juga mempunyai satu ciri khusus yaitu 
lokasi mereka tinggal. Mayoritas penduduk miskin di kota bertempat tinggal di 
tiga jenis wilayah atau daerah di kota yaitu daerah kumuh (slum area), daerah 
bantaran kali (riverside area), dan daerah pesisir (seaside area). Alasan 
mengapa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di ketiga lokasi tersebut 
adalah karena wilayahnya relatif sesuai dan mudah untuk ditempati dengan 
kondisi kemiskinan yang serba kekurangan. Berbekal aset atau uang seadanya 
dan bahkan barang-barang bekas (seng, papan, dan sebagainya) mereka 
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dengan mudah membangun rumah ala kadarnya di wilayah tersebut (Badan 
Pusat Statistik, 2007) 
2.1.5 Pengukuran Kemiskinan 
Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi 
kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat, sehingga upaya untuk 
mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan 
kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi 
instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan 
perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik 
akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan 
proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target 
penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (World Bank, Introduction 
to Poverty Analysis, 2002). 
Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak 
pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu, 
pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, 
kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang 
bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah 
Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang 
berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). 
Selain head count index (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kemiskianan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan 
(poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (distributionally 
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sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke 
(Tambunan, 2001). 
Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase 
penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota. Rumus yang digunakan adalah:  
𝑷𝜶 =
𝟏
𝑵
∑ (
𝒁 − 𝒀𝒊
𝒁
𝒒
𝒊=𝟏
)𝜶 
Keterangan: 
Z = garis kemiskinan  
i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan  
q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 
N = jumlah penduduk 
α = 0,1,2  
α = 0 ; poverty head count index (P0)  
α = 1 ; poverty gap index (P1)  
α = 2 ; poverty distributionally sensitive index (P2) 
Head count index (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang 
berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan 
semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. 
Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya 
jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.  
Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka 
ini memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima 
penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini 
menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin 
mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar 
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau 
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dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi 
penduduk miskin semakin terpuruk.  
Distributionally Sensitive Index (P2) memberikan gambaran mengenai 
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan 
sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini 
menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. 
 
2.1.6 Upaya Penanggulangan Kemiskinan 
  Menurut World Bank dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan 
Kemiskinan di Indonesia (2006) bahwa di samping pertumbuhan ekonomi dan 
layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, 
pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari 
segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, 
pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan 
terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan 
sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk 
menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat 
digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, 
sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. 
Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan 
syarat harus untuk menekan angka kemiskinan saat ini, terutama mengingat 
adanya peluang dari sisi fiskal. Hendri Saparini (2008) mengatakan bahwa 
pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program 
pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pemerintah harus 
memperbesar alokasi belanja modal dan mengurangi biaya birokrasi. Ini 
31 
 
 
 
dikarenakan kecenderungan anggaran yang meningkat namun tidak signifikan 
menurunkan angka kemiskinan. 
  Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam setiap hajat hidup 
masyarakat perlu melakukan kajian yang mendalam dalam setiap kebijakannya, 
agar setiap output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat sasaran dan 
memberikan pengaruh nyata terhadap masyarakat. Melalui kebijakan alokasi 
dana, tiap sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seharusnya perlu 
diberikan porsi lebih dalam alokasi anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah 
menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah 
beberapa contoh diantaranya yang perlu diberikan perhatian lebih, hal ini 
dikarenakan pada sektor-sektor tersebutlah masyarakat dapat merasakan secara 
langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil. 
  Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa sektor-sektor 
tersebut dapat menjadi acuan dan gambaran dari pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini bukanlah pertumbuhan ekonomi 
secara statistik saja namun, pertumbuhan ekonomi yang juga memberikan 
kontribusi langsung terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang 
berlangsung selama ini tidak menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat 
golongan ekonomi lemah, karena pertumbuhan ekonomi yang secara statistik 
diungkapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan gambaran secara langsung 
kondisi sosial dalam masyarakat. Sektor yang menyangkut kebutuhan publik 
lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social yang masih 
belum memadai. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya dipacu oleh 
pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 
  Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah 
memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada 
32 
 
 
 
pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan 
yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) 
memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi 
penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada 
produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat 
generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan 
kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka 
penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar 
persoalan yang sesungguhnya,baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 
2008). 
  Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) 
digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak 
langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana 
yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksaan 
yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok 
sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin 
dan daerah terpencil melalui upaya khusus. 
  Arus besar (mainstream) penanganan kemiskinan secara global, 
termasuk yang dipraktekkan di Indonesia, berorientasi pada dua skema. 
Pertama, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. 
Skema ini muncul dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), 
pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian 
subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). Kedua, meningkatkan 
produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama 
dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya irigasi, pasar, 
jalan desa, dsb), penyediaan skim bantuan modal usaha. Selama puluhan tahun, 
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pola penanganan lebih menekankan pada skema pertama. Namun dalam 
beberapa tahun terakhir, skema kedua mulai memperoleh porsi yang lebih besar. 
Ini setidaknya bisa diamati dari Program PNPM yang memberi perhatian 
signifikan pada dimensi pemberdayaan dan peningkatan produktivitas 
masyarakat, misalnya melalui penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan 
infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, penyediaan skim bantuan modal usaha 
mikro dan kecil, dll (Agussalim, 2012). 
Meskipun demikian, salah satu catatan paling krusial terkait program ini 
adalah grand design-nya masih sangat sentralistik, meskipun dikatakan bahwa 
program ini sudah menggunakan dan mempraktekkan pendekatan partisipatif. 
Pendekatan yang cenderung sentralistik, menyimpan sedikitnya empat masalah, 
yaitu: pertama, memperlakukan karakteristik kemiskinan secara seragam dan 
mengasumsikan tipologi kemiskinan cenderung serupa untuk semua wilayah dan 
daerah; kedua, memungkinkan terjadinya tupang tindih (over lapping) 
penanganan antar berbagai tingkatan pemerintahan, baik dari segi program 
maupun anggaran; ketiga, pemahaman pemerintah pusat atas kondisi 
masyarakat lokal relatif terbatas, setidaknya jika dibandingkan dengan 
pemerintah daerah; dan keempat, inisiatif dan kreasi pemerintah dan masyarakat 
lokal sulit bertumbuh di dalam era sentralisasi (Agussalim, 2012). 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2012 dengan judul 
“Mengintergrasi Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial 
perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan”, yang menggunakan 
Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP) di tiga kelurahan dari setiap kota yang 
diteliti, dengan mengambil sebaran lokasi geografis dan tipologi penghidupan 
34 
 
 
 
warga miskin kota sebagai pemetaan lokasi penelitian di dua kota, yaitu 
Surakarta dan Makassar. Lokasi yang dipilih dalam penelitian tersebut untuk kota 
Surakarta adalah Kelurahan Kemlayan, Sangkrah, dan Mojosongo. Sementara 
lokasi yang ada di Kota Makassar adalah Kelurahan Bara-baraya Utara, Tallo, 
dan Daya, dimana setiap kelurahan mewakilkan daerah tengah kota, bantara 
sungai/pesisir pantai/laut, dan pinggir kota (daerah pengembangan kota) 
Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa faktor spasial sangat 
mempengaruhi dinamika dan kerentanan kemiskinan, juga karakteristik 
penghidupan kelompok miskin perkotaan. Bahwa penduduk miskin yang 
bertempat tinggal di tengah kota cenderung mengalami peningkatan 
kesejahteraan dibandingkan kelompok miskin yang bermukim di pinggiran kota. 
Kecenderungan peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi infrasturuktur 
yang ralatif lebih baik, risiko bencana yang lebih rendah, serta akses terhadap 
sumber daya ekonomi seperti pasar dan lapangan pekerjaan yang lebih besar. 
Kondisi inilah yang menyebabkan kelompok miskin tengah kota jauh lebih 
mampu melindungi dan mengembangkan aset penghidupan yang dimilikinya 
Selain perbedaan akses yang mencirikan kemampuan dari kelompok 
miskin yang bermukim di setiap wilayah penelitan, terdapat juga keidentikan 
karakteristik yang mereka alami, baik di kota Surakarta maupun Kota Makassar. 
Kondisi pemukiman yang kurang layak, minimnya sarana sanitasi dan air bersih 
karena kompleksnya yang kumuh, serta ketiadaan status kepemilikan lahan, 
menggambarkan karakteristik kelompok miskin tersebut jika dilihat dari aset fisik 
setiap lokasi penelitian. Kebutuhan pemenuhan aset fisik tersebut yang juga 
dapat membuat kelompok miskin kota dinilai sulit teringrasi dengan aspek 
perekonomian kota yang berkelanjutan. 
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Di satu sisi program pengentasan kemiskinan masih menggunakan nalar 
perencanaan yang masih sangat tradisional dengan pendekatan yang 
‘programatis’ tanpa memperhatikan aspek spasial kemiskinan. Sehingga sulit 
untuk dikatakan sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah kota yang 
dicanangkan. Seperti rencana pembangunan kawasan pelabuhan dan 
pergudangan di pesisir Kota Makassar yang belum mempertimbangkan kondisi 
penghidupan masyarakat miskin di wilayah tersebut yang mayoritas berprofesi 
sebagai nelayan dan buruh nelayan. Kesimpulan penelitian ini, menyatakan 
bahwa karakteristik kemiskinan yang tersebar pada beberapa wilayah kota belum 
di pertimbangan sebelum mencanangkan perencanaan tata ruang dan wilayah 
kota Surakarta maupun Kota Makassar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Renggapratiwi pada tahun 2009 
tentang Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan 
Respon Kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan 
menganalisis kesesuaian karakteristik kemiskinan dengan respon kebijakan yang 
hadir pada setiap lokasi yang dipilihnya. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif, kemudian dianalisis dengan 
bantuan tabulasi silang terkait karakteristik kemiskinan, respon kebijakan 
penanggulangan kemiskinan, dan kesesuaian karakteristik kemiskinan dengan 
respon kebijakan penanggulangan kemiskinan. Karakteristik kemiskinan yang 
dimaksud dalam penelitian ini meliputi karakteristik pendapatan, pendidikan, 
pekerjaan, keamanan (status kepemilikan tempat tinggal), dan kemampuan 
(partisipasi dalam keterlibatan dalam pengambilan keputusan sosial) pada setiap 
klasifikasi wilayah/spasial. Selanjutnya lokasi penelitian diambil berdasarkan 
perkembangan kota Semarang yang terbagi menjadi wilayah pusat kota (Central 
Bussines Distric/CBD) sampel Kelurahan Peterongan, tengah kota (Zona 
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Transisi) sampel Kelurahan Bongsari, dan pinggiran kota (sub urban) sampel 
Kelurahan Mangkang Wetan, kemudian Mangunsari dan Rowosari yang masih 
berstatus desa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua lokasi penelitian 
masih berada pada rata-rata tingkat penghasilan di bawah Rp.500.000,-/bulan, 
dengan rata-rata lama menekuni pekerjaannya salama 5 – 10 tahun. 
Karakteristik penghasilan yang berbeda ditunjukkan pada tengah kota/zona 
transisi (Kelurahan Mangkang Wetan) yang sebagian besar berada dalam 
kisaran Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,-/bulan. Pada lokasi ini juga 
ditemukan jenis pekerjaan warga miskin yang lebih beragam dibanding 4 lokasi 
lainnya. Respon kebijakan penanggulangan untuk karakteristik ini lumrah dikenal 
dengan Bantuan Langsung Tunai dan ditemukan realisasinya pada setiap lokasi 
penelitian. 
Program yang mengandalkan penyaluran bantuan langsung tunai 
dominan hadir setiap lokasi penelitian, sementara program kebijakan 
penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas 
pendidikan dan keterampilan, serta pemberdayaan untuk perbaikan usaha warga 
miskin di setiap lokasi penelitian belum direspon serius oleh pemerintah, bahkan 
pada zona transisi dan sub urban tidak mendapatkan program peningkatan 
partisipasi sekolah. Sementara karakteristik pendidikan di kedua wilayah tersebut 
memiliki karakteristik pendidikan yang rendah. Terdapat program yang 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di wilayah Pusat Kota /CBD dan 
Tengah Kota/zona Transisi, namun tidak berjalan secara berkesinambungan. 
Program pengentasan kemiskinan melalui pengadaan atau perbaikan sarana 
publik untuk kesehatan ataupun perbaikan rumah telah ditemukan hampir di 
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semua wilayah. Hal ini disimpulkan oleh Amelia sebagai contoh kesesuaian 
respon kebijakan dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi. Namun, 
menurutnya masih jauh lebih banyak karakteristik kemiskinan yang tidak 
mendapat respon, sementara masyarakat membutuhkan program tersebut. 
Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa respon kebijakan yang 
ditemukan sebagian besar berorientasi pada hal-hal yang sifatnya fisik dan 
bantuan uang, dibandingkan program pelayanan sosial dan pemberdayaan. 
Di kota Bogor juga pernah dilakukan penelitian dengan judul Analisis 
Kemiskinan di Tingkat Rumah Tangga di Kabupaten Bogor oleh Estrellita 
Lindiasari pada tahun 2008. Penelitian itu dilakukan pada 34 kecamatan dengan 
membaginya menjadi 3 wilayah pengembangan kota Bogor yaitu, Bogor Barat, 
Bogor Tengah, dan Bogor Timur. Dengan menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif melalui tabulasi silang (Cross Tabulation) dan analisis statistik non-
parametrik, Estrellita berusaha menunjukkan karakteristik rumah tangga miskin di 
setiap wilayah, melihat hubungan antara status kemiskinan dengan status 
pekerjaan kepala rumah tangga, serta mengidentifikasi karakteristik yang 
membedakan rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang tidak miskin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pada beberapa kecamatan 
saja, status pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh pada status 
kemiskinan seperti Kecamatan Leuwisadeng, Pamijahan, Rumpin, Sukajaya, 
Bojong Gede, Cijeruk, Gunung Sindur, Tajurhalang, Gunung putri, dan Jonggol. 
Di luar kecamatan yang disebutkan, terdapat 24 kecamatan yang menunjukkan 
bahwa status pekerjaan kepala rumah tangga tidak berpengaruh pada status 
kemiskinan (miskin – tidak miskin). selain itu, dalam peneilitian ini juga 
diungkapkan bahwa karakteristik yang paling menonjol membedakan rumah 
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tangga miskin dan tidak miskin pada setiap wilayah penelitian adalah 
kepemilikan aset, kemampuan membayar biaya pengobatan, aspek fisik dan 
sanitasi lingkungan pemukiman, serta tingkat pendidikan kepala rumah tangga. 
 
2.3 Alur Pikir Penelitian 
Pembangunan ekonomi perkotaan yang diraih dan terus diupayakan 
menjadi daya tarik masyarakat untuk memindahkan ruang pemenuhan 
kebutuhan hidupnya dari desa ke kota, Kawasan perkotaan pun kini berkembang 
dengan pesat. Kota-kota sedang dengan penduduk 1-2 juta jiwa berubah 
menjadi kota besar yang dihuni lebih dari 3-5 juta jiwa. Kota-kota besar juga kian 
bertambah jumlah penduduknya. Kota metropolitan mengalami peningkatan 
hingga dapat dihuni oleh 5-8 juta jiwa. Kondisi ini akan terus meningkat 
mendekati tahun 2025 (Hall dan Peter dalam Pawitro, 2013). Beberapa contoh 
kota yang dalam proses yang demikian seperti kota Jakarta Raya, Surabaya, 
Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar. Pertumbuhan penduduk kota 
tentunya bukan saja hanya dilihat dari peningkatan penduduk melalui migrasi 
tetapi juga secara alamiah (kelahiran). Dengan porsi pertumbuhn penduduk kota 
melalui proses urbanisasi yang pesat, jauh dibandingkan dengan pertumbuhan 
penduduk alami. 
Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak. 
Terkait dengan trend dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia yang 
memicu peningkatan arus perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi). 
Ekspektasi dan preferensi masyarakat untuk menjangkau pelayanan publik, 
sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan serta pasar yang memadai 
sebagai faktornya. Diilustrasikan dalam Catatan Kebijakan SMERU (2011) 
bahwa sepanjang 1980 hingga 2010 proporsi penduduk kota meningkat dari 
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22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada tahun 2010. Data lainnya yang 
ditunjukkan menjelaskan proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan 
tumbuh pesat dari 18,45% tahun 1976 menjadi 36,61% pada tahun 2009. 
Sehingga SMERU menyatakan bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan 
di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan. Mengacu pada laporan 
Biro Pusat Statistik dalam Maulana (2008), perkembangan kemiskinan di daerah 
perkotaan di Indonesia relatif lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di daerah 
pedesaan. Hal ini disebabkan oleh makin derasnya arus migrasi penduduk 
miskin dari pedesaan ke daerah perkotaan. Pada tahun 2006, penduduk miskin 
di Indonesia berjumlah 30,30 juta jiwa atau 17,75 % dari jumlah penduduk. Dari 
jumlah penduduk miskin tersebut sebanyak 13,47 % berada di perkotaan. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa proses urbanisasi kependudukan di 
Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan. Hal ini berdampak pada 
timbulnya kemiskinan perkotaan dari berbagai aspek dan dapat diidentifikasi 
pada persebaran pemukiman kumuh kota. Sebaran pemukiman kumuh 
kelompok miskin kota ini kemudian tersebar di berbagai wilayah kota, mengambil 
tempat yang marginal dari dominasi ruang kota oleh aktifitas ekonomi sektor dan 
jasa, juga pengembangan pemukiman baru. 
Kota Makassar sebagai ikon kemajuan dan perkembangan kota di 
Indonesia Timur, juga menghadapi masalah yang serupa. Dengan 
mengandalkan penelitian yang dilakukan SMERU yang mengambil klasifikasi 
spasial tengah kota, bantaran sungai/pesisir kota, dan pinggiran kota pada tahun 
2012, juga pemetaan persebaran wilayah pemukiman kumuh yang ditetapkan 
oleh BAPPEDA Kota Makassar tahun 2014, maka penelitian ini menetapkan tiga 
sampel wilayah dari persebaran pemukiman kumuh masyakat miskin kota yaitu 
pada wilayah tengah kota, pinggiran kota, dan pesisir Kota Makassar. 
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Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian 
 
 
 
Sumber:  analisis penyusun, 2016 
 
 
2.4 Hipotesis 
Rumah tangga miskin merupakan unit analisis kemiskinan yang paling 
faktual dan dekat untuk diamati. Rumah tangga miskin secara umum 
didefinisikan sebagai rumah tangga yang belum mampu mencukupi kebutuhan 
hidup secara layak. Keterbatasan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya secara layak dapat diamati dan digambarkan pada beberapa 
karakteristik rumah tangga miskin seperti: (1) demografi, (2) pendidikan, (3) 
kesehatan, (4) pekerjaan, (5) perumahan. 
Setelah menemukan dan menganalisis karakteristik rumah tangga miskin 
tersebut melalui 5 variabel yang ada, maka dihadirkan rekomendasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan untuk Kota Makassar, yang titik tekannya pada 
pertimbangan dan perhatian atas perbedaan wilayah kota, tempat rumah tangga 
miskin bermukim. 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun 
 
 
2.4 Hipotesis 
Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan karakteristik rumah tangga miskin di beberapa wilayah, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Tengah Kota Pinggiran Kota Pesisir Kota 
Karakteristik Rumah Tangga Miskin Kota Makassar 
Pe didikan Keseh tan Pekerjaan Perumahan Demografi 
Pembangunan Ekonomi 
Perkotaan 
Preferensi m syarakat 
untuk menjangkau 
sarana/prasarana publik 
dan pasar dalam 
pemenuhan kebutuhan 
Urb nis si Kemiski an Perkotaan 
Sebaran pemukiman 
kumuh kota 
Penggunaan lahan kota 
yang dominan difungsikan 
pada aktifitas ekonomi 
sektor industri dan jasa – 
juga pengembangan 
pemukiman baru 
Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 
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a. Terdapat perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dari sisi 
demografi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan pada 
klasifikasi wilayah tengah, pinggiran, dan pesisir kota Makassar. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Desain penelitian adalah suatu rancangan bentuk atau model suatu 
penelitian. Desain penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena 
keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pilihan terhadap desain 
ataupun modelnya (Subiyanto, 1993: 6). 
Pada penelitian ini penyusun memilih desain penelitian survei 
karakteristik kemiskinan di Kota Makassar dengan mengambil rumah tangga 
miskin sebagai unit analisis penelitian, sebagaimana tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik rumah tangga miskin, sehingga 
memahami letak perbedaan karakteristik rumah tangga miskin antar-wilayah 
yang diteliti. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
BPS (2007) menyatakan bahwa sebaran rumah tangga miskin di perkotaan 
–setidaknya yang ditunjukkan di Kota Jakarta- terdapat pada tiga ciri lokasi/ruang 
kota seperti, daerah bantaran sungai, pemukiman kumuh, dan pesisir kota. Pada 
tahun 2014, BAPPEDA Kota Makassar merilis pembagian kawasan pemukiman 
kumuh di Kota Makassar menjadi wilayah tengah, pesisir, dan batas kota, dimana 
masing-masing wilayah tersebut terdapat sejumlah kawasan pemukiman kumuh 
penduduk miskin yang siap direvitalisasi pemerintah kota. Selain itu, juga terdapat 
penelitian yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2012 yang melihat hubungan 
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spasial kemiskinan dengan perencanaan tata ruang kota. Penelitian ini juga 
membagi Kota Makassar menjadi tiga wilayah yaitu, daerah tengah kota, daerah 
pinggir (bantasan sungai/pantai/laut), dan daerah pinggir (daerah pengembangan 
baru). Sehingga, penelitian ini turut mengadopsi pembagian wilayah berdasarkan 
sejumlah penelitian tersebut. Dengan mengambil tengah kota, pinggiran kota, dan 
pesisir kota menjadi suatu klasifikasi wilayah, dalam kaitannya untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik rumah tangga miskin di Kota 
Makassar.  
Wilayah tengah kota merupakan wilayah dengan akses sarana publik dan 
persaingan penggunaan lahan yang tinggi, dekat dengan transaksi bisnis dan jasa 
perkotaan, juga infrastruktur yang relatif lengkap dan mendukung aktifitas warga. 
Wilayah ini biasa juga disebut juga dengan Central Bussines Districk (CBD), 
dimana pada gambar 3.1 ditunjukkan dengan area yang berwarna kuning. Wilayah 
pinggiran kota yang biasa juga disebut dengan wilayah sub-urban merupakan  
daerah yang berbatasan dengan kota/kabupaten lainnya dan masih memiliki ruang 
terbuka hijau yang luas. Wilayah ini cenderung difungsikan sebagai alternatif 
pengembangan baru, baik untuk pemukiman maupun sebagai kawasan industri, 
dimana pada gambar 3.1 ditunjukkan dengan area yang berwarna hijau. 
Sementara itu, wilayah pesisir kota adalah daerah pertemuan antara darat 
(daratan baik yang kering maupun yang terendam air akibat pasang-surut air laut) 
dan laut (daerah yang masih mengalami proses sedimentasi, pencemaran, dan 
aliran air tawar), dimana pada gambar 3.1 ditunjukkan dengan area yang berwarna 
biru. 
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Gambar 3.1 Peta Klasifikasi Wilayah Kota Makassar 
Diolah dari Peta RTRW kota Makassar, 2013 
 
Selanjutnya adalah menentukan wilayah sampel penelitian. Adapun 
pengambilan wilayah sampel penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan 
kecamatan yang termasuk ke dalam masing-masing klasifikasi wilayah kota. 
Kemudian memilih satu kelurahan yang menjadi konsentrasi rumah tangga miskin 
sebagai sampel wilayah/fokus wilayah penelitian. Adapun wilayah sampel yang 
dipilih dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pampang (tengah), Kelurahan 
Sudiang Raya (pinggiran), dan Kelurahan Kaluku Bodoa (pesisir), seperti yang 
tampak pada area yang berwarna merah dalam gambar 3.1. 
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Tabel 3.1 Sebaran Rumah Tangga Miskin pada Klasifikasi Wilayah 
Pesisir, Tengah, dan Pinggiran Kota Berdasarkan Kelurahan di Kota 
Makassar 
NO PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
Kelurahan Rumah 
Tangga 
Kelurahan Rumah 
Tangga 
Kelurahan Rumah 
Tangga 
1 Barang Ca'di 719 Banta-bantaeng 1542 Barombong 1771 
2 Barang Lompo 667 Bunga Eja Beru 1137 Mangasa 1320 
3 Bontorannu 793 Kampung Buyang 477 Parang Tambung 2291 
4 Buloa 942 Layang 800 Untia 340 
5 Cambayya 1131 Lette 1035 Sudiang Raya 2928 
6 Gusung 298 Maradekayya Utara 331 Sudiang 2101 
7 Kaluku Bodoa 1555 Mariso 962 Manggala  828 
8 Kodingareng 786 Pandang 421 Bangkala 1786  
9 Maccis 1415 Pampang 1953 Pai  973 
10 Mattoanging 350 Pattingaloang Baru 332 Kapasa  461 
11 Panambungan 902 Rappocini 1059 Bulurokeng  515 
12 Tallo 821 Rappokalling 1498 Balang Baru  1643 
13 Tamalabba 244 Sinrijala 494 Daya   667 
14 Tanjung Merdeka 898 Tidung 1431 Tamalanrea  521 
15 Ujung Tanah 193 Wala-Walayya 480 Tamalanre Jaya  663 
Diolah dari BAPPEDA Kota Makassar, 2014 
 
Kelurahan Pampang merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling 
luas di antara kelurahan yang berada di Kecamatan Panakkukang. Wilayah 
kelurahan ini mencapai 2,63 km2 dengan populasi penduduk sebesar 17.972 jiwa 
dan 4.421 rumah tangga pada tahun 2015. Diantara kepadatan penduduk 
Kelurahan Pampang yang mencapai 7.015 jiwa/km2, terdapat 1.954 rumah 
tangga miskin.  Kelurahan Pampang kemudian menjadi satu kantong kemiskinan 
terbesar di wilayah tengah kota. 
Kelurahan Sudiang Raya terletak di Kecamatan Biringkanaya dengan 
luas wilayah mencapai 8,78 km2 yang dihuni oleh 50.226 jiwa penduduk. 
Terdapat 11.079 total rumah tangga di kelurahan tersebut, di antaranya terdapat 
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2.928 rumah tangga yang miskin. Angka ini menjadikan Kelurahan Sudiang Raya 
sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di wilayah pinggiran kota. Setelahnya 
diikuti oleh Kelurahan parang tambung –kelurahan di pinggiran kota sebelah 
selatan Kota Makassar- yang mencapai 2291 rumah tangga miskin. Penelitian ini 
mengambil Kelurahan Sudiang Raya sebagai wilayah sampel penelitian di 
wilayah pinggiran kota Makassar. 
Kelurahan Kaluku Bodoa merupakan satu dari tiga kelurahan di 
Kecamatan Tallo yang berkategori pantai, selainnya terdapat Kelurahan Buloa 
dan Kelurahan Panampu. Kaluku Bodoa memiliki proporsi wilayah sebesar 
0,59% dari luas wilayah Kecamatan Tallo. Kelurahan ini memiliki populasi 
penduduk yang tertinggi di kecamatan tersebut sebesar 22.585 jiwa dan 4.586 
rumah tangga pada tahun 2015, yang tersebar di 51 RT dan 7 RW. Kaluku 
Bodoa memiliki angka penduduk miskin sebesar 7.080 jiwa dan 1.555 rumah 
tangga miskin. Angka ini menempatkan Kelurahan Kaluku Bodoa menjadi 
penyumbang terbesar kemiskinan di wilayah pesisir Kota Makassar. 
Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, rancangan penelitian, dan 
lokasi penelitian yang diambil, maka penelitian ini direncanakan terlaksana selama 
2 bulan. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga (RT) miskin di 
Kelurahan Pampang (tengah), Sudiang Raya (pinggiran), dan Kaluku Bodoa 
(pesisir kota) karena ketiga lokasi tersebut merupakan kelurahan yang menjadi 
konsentrasi penduduk miskin pada klasifikasi wilayah yang telah ditentukan 
sebelumnya. Berikut adalah populasi rumah tangga miskin dari ketiga kelurahan 
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Tabel 3.2 Populasi Rumah Tangga Miskin Tiga Kelurahan 
No. Kelurahan Jumlah RT Miskin 
1 Pampang (Tengah Kota) 1954 
2 Kaluku Bodoa (Pesisir Kota) 1555 
3 Sudiang Raya (Pinggiran Kota) 2928 
  Total 6437 
 Diolah dari BAPPEDA Kota Makassar, 2014 
 
3.3.2 Sampel 
Penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif sangat penting karena 
menentukan derajat kemantapan penarikan generalisasi. Tanpa menunjukkan 
secara jelas teknik pengambilan sampel maka seorang peneliti tidak berhak 
untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya diragukan (Dewanto dan 
Tarmudji, 1995:66). 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
simple random sampling (Nazir, 1998), sehingga diperoleh sampel yang dapat 
mewakili seluruh rumah tangga miskin yang terdapat pada ketiga kelurahan 
tersebut. Adapun ukuran sampel penelitian dari populasi ketiga wilayah yang 
ditentukan dapat menggunakan rumus (Slovin dalam Tejada, 2012) dengan 
perhitungan sampel sebagai berikut: 
𝒏       =
𝐍
𝟏 + 𝐍 (𝐞)²
 
 
Keterangan : 
 n = Jumlah sampel 
 N = Jumlah Populasi 
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 e = Margin of error (kesalahan maksimum yang bisa 
ditolerir sebesar 10% persen) 
Berdasarkan metode penentuan sampel diatas, maka berikut jumlah 
sampel yang dihasilkan untuk keseluruhan kelurahan lokasi penelitian. 
𝑛       =
N
1 + N (10%)²
 
𝑛       =
6437
1 + 6437 (0,1)²
 
𝑛      = 𝟗𝟗, 𝟗𝟖 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝟏𝟎𝟎 
 Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimum dalam 
penelitian ini sebanyak 100 rumah tangga miskin . Namun, untuk mengantisipasi 
kuesioner yang tidak kembali ataupun cacat, maka kuesioner penelitian 
didistribusikan sebanyak 105 rumah tangga miskin. Kemudian berdasarkan hasil 
penentuan sampel di atas, kusioner akan didistribusikan secara proporsional ke 
masing-masing kelurahan dengan rumus (Walpole dalam Renggapratiwi, 2009) 
sebagai berikut: 
𝒏𝒊 =
𝑵𝒊
𝑵
 ×  𝒏 
Keterangan :  
𝒏𝒊  = jumlah sampel tiap kelurahan  
𝑵𝒊 = jumlah populasi kelurahan ke i  
n  = jumlah sampel total  
N  = jumlah populasi total 
 Maka jumlah sampel pada masing-masing kelurahan terdistribusikan 
sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Distribusi Sampel 
No. Kelurahan Jumlah 
1 Pampang 32 
2 Kaluku Bodoa 25 
3 Sudiang Raya 48 
 Total 105 
    Sumber: Hasil Pengolahan Penyusun, 2016 
 
Adapun proses penentuan rumah tangga miskin yang akan diberikan 
kuesioner pada saat berada di lapangan/lokasi penelitian adalah dengan 
mengambil sejumlah rumah tangga miskin, sesuai ukuran sampel yang telah 
ditentukan. Pada fase ini, penyusun mengandalkan peran ketua RT/RW 
setempat untuk mendapatkan nama kepala rumah tangga miskin di wilayah 
tersebut. Selanjutnya, daftar nama kepala rumah tangga yang telah terhimpun 
dipilih secara acak oleh penyusun untuk melanjutkan proses pengambilan data. 
Kepala rumah tangga yang dipilih dengan acak itulah yang secara konkrit 
menjadi sampel penelitian ini. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Menurut Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian 
yaitu, a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung 
dari objek/unit analisisnya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam 
bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk 
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publikasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer. Data primer menurut Indrianto dan Supoma (1999, 147) 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
unit analisis tertentu (tidak melalui perantara). Penelitian ini mengambil 
rumah tangga miskin sebagai unit anaisis. 
Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dapat 
berupa kondisi atau karakteristik yang dialami individu atau kelompok, 
opini individu/kelompok dan hasil observasi terhadap suatu benda atau 
kegiatan. Sehingga secara umum pengambilan data untuk mendapatkan 
jenis data primer yaitu melalui angket/kuesioner, observasi lapangan, dan 
wawancara. Data primer yang di dalam penelitian ini yaitu karakteristik 
rumah tangga miskin dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, dan perumahan rumah tangga miskin pada klasifikasi wilayah 
tengah, pinggiran, dan pesisir Kota Makassar. 
 
3.5 Teknik Pengambilan Data 
3.5.1 Kuesioner 
Rancangan penelitian yang bersifat survei idealnya menggunankan 2 
teknik pengambilan data, yaitu dengan cara kuesioner dan wawancara. 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengambil jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk para 
responden (Sugiyono, 2009). Kuesioner dalam penelitian ini didistribusikan 
secara langsung kepada responden dengan memberikan tanggung jawab 
kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. 
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Adapun pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan tujuan penelitian 
yaitu untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin pada lokasi penelitian 
yang telah dipilih. Kuesioner yang disebarkan berupa pertanyaan  terbuka dan 
tertutup. 
 
3.6 Variabel dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian dapat berbentuk seperti, seperti atribut atau sifat, 
karakteristik atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2011:38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik 
rumah tangga miskin pada wilayah tengah, pinggiran, dan pesisir Kota Makassar 
yang melingkupi aspek demografi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan 
perumahan. Pada setiap aspek tersebut nantinya akan diberikan beberapa 
kategori dalam menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin. 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
Defenisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu defenisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 
seluruh suatu bangunan fisik yang tinggal bersama serta makan dari satu 
dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang 
tua/mertua, atau keluarga lainnya. Anggota rumah tangga adalah mereka 
yang telah tinggal dalam suatu kediaman dalam jangka waktu 6 bulan 
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atau lebih, atau dalam rencana untuk tinggal di kediaman tersebut selama 
6 bulan atau lebih. 
2) Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata 
pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. 
3) Karakteristik rumah tangga miskin merupakan gambaran kondisi atau hal-
hal yang mencirikan suatu rumah tangga miskin pada wilayah tertentu 
yang dapat ditinjau dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, dan perumahan. 
4) Karakteristik demografi rumah tangga miskin dalam penelitian ini meliputi 
status kependudukan rumah kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala 
rumah tangga, jumlah Anggota Rumah Tangga (ART), kelompok usia 
kepala rumah tangga 
a. Kategori status kependudukan kepala rumah tangga yang dimaksud 
adalah pribumi atau pendatang 
b. Kategori jenis kelamin kepala rumah tangga yang dimaksud adalah 
laki-laki atau perempuan 
c. Kategori jumlah Anggota Rumah Tangga yang dimaksud, yaitu; 1 – 4 
ART, 5 – 7 ART, 8 – 12 ART 
d. Kategori kelompok usia kepala rumah tangga yang dimaksud, yaitu; 
20 – 40 tahun, 41 – 55 tahun, 56 – 70 tahun. 
5) Karakteristik pendidikan rumah tangga miskin meliputi tingkat pendidikan 
kepala rumah tangga, partisipasi sekolah anggota rumah tangga, dan 
Tingkat Pendidikan ART yang masih bersekolah. 
a. Kategori tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang dimaksud, 
yaitu; tidak lulus Sekolah Dasar (SD)/se-derajat, lulus Sekolah Dasar 
(SD)/se-derajat, lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP)/se-derajat, 
53 
 
 
 
lulus Sekolah Menengah Atas/se-derajat, lulus Perguruan Tinggi/se-
derajat. 
b. Kategori partisipasi sekolah ART, yaitu; tidak/belum bersekolah, 
masih sekolah, tidak sekolah lagi. 
c. Kategori jumlah anggota rumah tangga yang masih sekolah, yaitu; 
Tidak ada ART yang masih sekolah, tingkat TK, tingkat SD, tingkat 
SMP, tingkat SMA, tingkat Perguruan Tinggi. 
6) Karakteristik kesehatan rumah tangga miskin meliputi jenis penyakit 
kronis anggota rumah tangga, sumber air minum, fasilitas buang air 
besar, tempat pembuangan akhir tinja. 
a. Kategori jenis penyakit kronis anggota rumah tangga yang dimaksud, 
yaitu; hipertensi, rematik, asma, masalah jantung, tuberculosis (TBC), 
stroke, kanker/tumor ganas, diabetes dan kategori tidak memiliki 
penyakit kronis. 
b. Kategori sumber air minum yang dimaksud, yaitu; air isi ulang, leding 
meteran, sumur pompa, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, 
mata air, air sungai, air hujan. 
c. Kategori fasilitas buang air besar yang dimaksud, yaitu; milik sendiri, 
bersama, umum, dan kategori tidak memiliki fasilitas buang air besar. 
d. Kategori tempat pembuangan akhir tinja yang dimaksud, yaitu; tangki, 
selokan/sawah, sungai/danau/laut, lobang tanah, pantai/kebun. 
7) Karakteristik pekerjaan rumah tangga miskin meliputi jenis pekerjaan 
utama kepala rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga, 
lama bekerja, kepemilikan lapangan usaha lainnya, dan status kedudukan 
dalam lapangan usaha. 
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a. Kategori jenis pekerjaan utama kepala rumah tangga yang dimaksud, 
yaitu; buruh, petani, pedagang, nelayan, supir, ojek, dan kategori tidak 
menetap. 
b. Kategori tingkat pendapatan kepala rumah tangga, yaitu; Rp500.000–
Rp1.000.000,  >Rp1.000.000–Rp1.500.000,  > Rp1.500.000–
Rp2.000.000, >Rp2.000.000, dan kategori tidak mempunyai 
pendapatan 
c. Kategori lama bekerja < 1 tahun, 1 tahun – 2 tahun,  > 2 tahun – 3 
tahun, > 3 tahun – 4 tahun, > 4 tahun bekerja 
d. Kategori kepemilikan lapangan usaha lainnya yang dimaksud, yaitu; 
memiliki dan tidak memiliki. 
8) Karakteristik perumahan rumah tangga miskin meliputi status 
penguasaan lahan tempat tinggal, jenis lantai tempat tinggal, jenis dinding 
tempat tinggal, jenis atap tempat tinggal, dan sumber penerangan tempat 
tinggal. 
a. Kategori status penguasaan lahan tempat tinggal yaitu: milik sendiri, 
milik orang tua/family/menumpang, kontrak/sewa, lahan tidur milik 
pemerintah, lahan tidur milik swasta. 
b. Kategori jenis lantai tempat tinggal yaitu: semen, papan, bambu, 
tanah. 
c. Kategori jenis dinding tempat tinggal yaitu: tembok, papan, bambu, 
dan triplek. 
d. Kategori jenis atap tempat tinggal yaitu: seng, asbes, rumbia/nipa, 
papan, bambu. 
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e. Kategori sumber penerangan tempat tinggal rumah tangga miskin, 
yaitu; Perusahaan Listrik Negara (PLN), generator, petromak, dan 
pelita/lilin. 
 
 
3.7 Analisis Data 
3.7.1 Teknik Analisis Data 
Pada dasarnya penelitian ini menggukan pendekatan penelitian kuantitatif 
yang berupaya menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin dari berbagai 
aspek karakteristiknya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif dengan pengolahan data yang menggunakan tabel distribusi 
frekuensi berdasarkan setiap kategori karakteristik rumah tangga miskin pada 
wilayah tengah kota, pinggiran kota, dan pesisir Kota Makassar. 
Asra, Irawan, dan Purwoto (2014: 174) menjelaskan bahwa statistik 
deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data 
penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan 
diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan 
data dalam bentuk tabel numerik atau grafik. Statistik deskriptif umumnya 
digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik 
variabel penelitian utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang 
digunakan dalam deskripsi berupa: frekuensi, tendensi sentral (mean, median, 
modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korerasi antar 
variabel penelitian. 
 
3.7.2 Teknik Pengolahan Data 
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Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan tabel distribusi 
frekuensi dengan menggunakan SPSS 16.0  dan menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel 2010 dalam penyajian datanya.  Indrianto dan Supomo (1999: 
167) menjelaskan bahwa distribusi frekuensi menyajikan sebaran unit 
pengamatan menurut kategori-kategori jawaban responden. Distribusi frekuensi 
sebaiknya dilakukan untuk semua variabel atau pertanyaan (menurut jawaban-
jawabannya) dari responden, seperti yang tertulis pada kuesioner, atau untuk 
varibel-variabel kunci saja. Dalam statistik, distribusi frekuensi adalah suatu tabel 
yang menunjukkan frekuensi dari berbagai keluaran dalam suatu sampel. Setiap 
angka tabel berisi frekuensi atau jumlah hitungan dari kejadian-kejadian dalam 
suatu kelompok tertentu. Oleh karena itu, distribusi frekuensi menunjukkan suatu 
pengelompokkan data yang terbagi ke dalam kelas-kelas yang bebas satu sama 
lain. Dengan kata lain, distribusi frekuensi dimaksudkan untuk membantu peneliti 
dalam menganalisis, dengan cara meringkas data mentah yang belum tersusun 
secara rapi menjadi suatu tabel ringkasan data dengan kategori tertentu. 
Karakteristik rumah tangga miskin pada masing-masing wilayah akan 
lebih dulu diolah dengan melakukan koding, selanjutnya menginput data 
kuesioner, kemudian mentransformasikan data tersebut ke dalam bentuk 
frekuensi distribusi secara parsial, selanjutnya memberikan uraian dan 
menganalisis data berdasarkan proporsi yang ditemukan, terakhir menyajikan 
data berdasarkan lima variabel dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.4 Contoh Tabel Karakteristik Rumah Tangga Miskin per Wilayah Kota Makassar 
Karakteristik RTM Indikator Kategori Frekuensi 
Absolut Persentase 
Demografi Status Kependudukan Kepala Rumah Tangga Pribumi     
   Pendatang     
 Jenis Kelamin Kepala RT Miskin Laki-laki   
   Perempuan   
  Jumlah ART Miskin 1 – 4 ART     
    5 – 7 ART     
    8 – 12 ART     
 Kelompok Usia Kepala RT Miskin 25 – 40 Tahun   
  41 – 55 Tahun   
  56 – 70 Tahun    
Pendidikan Tingkat Pendidikan Kepala RT Miskin Tidak Lulus SD     
  SD/se-derajat   
    SMP/se-derajat     
    SMA/se-derajat     
    PT/sederajat     
  Partisipasi Sekolah ART Tidak/Belum Bersekolah     
  Masih Sekolah   
  Tidak Bersekolah Lagi   
 Tingkat Pendidikan ART yang Masih Sekolah TK   
    SD/se-derajat     
    SMP/se-derajat     
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    SMA/se-derajat     
    PT/sederajat     
Kesehatan Jenis Penyakit Kronis ART Hipertensi     
    Rematik     
    Asma     
    Masalah Jantung     
    TBC     
    Stroke     
  Kanker/Tumor     
    Diabetes     
  Sumber Air Minum Air Isi Ulang     
    Leding Meteran     
    Sumur Pompa     
    Sumur Terlindungi     
    Sumur Tak Terlindungi     
    Mata Air     
    Air Sungai     
    Air Hujan     
  Fasilitas Buang Air Besar Milik Sendiri     
    Bersama     
    Umum     
    Tidak Memiliki Fasilitas     
  Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki     
    Kolam/Selokan      
    Sungai/Danau/Laut     
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    Lubang Tanah     
    Pantai/Kebun     
Pekerjaan Pekerjaan Utama Kepala RT Buruh     
    Petani     
    Pedagang     
    Nelayan     
    Supir     
  Ojek   
  Tidak Memiliki Pekerjaan Menetap   
    Lainnya     
 Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga/bulan <Rp1.000.000   
  Rp1.000.000 – Rp1.500.000   
  >Rp1.500.000 – Rp2.000.000   
  >Rp2.000.000   
 Tingkat Pendapatan Kepala RT Tidak Memiliki   
    Rp500.000 – Rp1.000.000     
    > Rp1.000.000 – Rp1.500.000     
    > Rp1.500.000 – Rp2.000.000     
   > Rp2.000.000     
  Lama bekerja < 1 tahun     
    1 tahun - 2 tahun     
    > 2 tahun - 3 tahun     
    > 3 tahun - 4 tahun     
    > 4 tahun     
  Kepemilikan Lapangan Usaha Lainnya Memiliki     
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Sumber:  hasil pengolahan penyusun, 2016
   Tidak Memiliki     
Perumahan Status Penguasan Lahan Tempat Tinggal Milik Sendiri     
    Milik Orang Tua/Famili/Menumpang     
    Kontrak/Sewa     
    Lahan Tidur Milik Pemerintah     
    Lahan Tidur Milik Swasta     
  Jenis lantai tempat tinggal Semen     
    Papan     
    Bambu     
    Tanah     
 jenis dinding tempat tinggal Tembok   
    Papan     
    Bambu     
  Seng   
    Triplek     
  jenis atap tempat tinggal Seng     
    Asbes     
    Rumbia/Nipa     
    Papan     
    Bambu     
   Sumber Penerangan PLN     
   Generator     
  Petromak   
  Pelita/Lilin   
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BAB IV 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Makassar 
Makassar merupakan satu dari tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan kategori wilayah administrasi Kota. Kota Makassar Merupakan dataran 
rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 – 25 meter di atas 
permukaan laut. Secara astronomi terletak antara 119˚24’17’38” Bujur Timur dan 
5˚8’6’19” Lintang Selatan. Dengan luas wilayah tercatat mencapai 175,77 km 
persegi yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 996 RW dan 4.968 RT pada 
tahun 2015. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar berbatasan 
dengan wilayah berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dengan 
rincian wilayah administrasi yaitu, Kecamatan Mariso (1,82 km2), Mamajang 
(2,25 km2), Tamalate (20,21 km2), Rappocini (9,23 km2), Makassar (2,52 km2), 
Ujung Pandang (2,63 km2), Wajo (1,99 km2), Bontoala (2,10 km2), Ujung Tanah 
(5,94 km2), Tallo (5,83 km2), Panakukang (17,05 km2), Manggala (24,14 km2), 
Biringkanaya (48,22 km2), dan Tamalanrea (31,84 km2). 
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Grafik 4.1 Persentase Luas Wilayah Kota Makassar Berdasarkan 
Kecamatan 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Sementara itu, di antara 14 kecamatan yang dimiliki Kota Makassar seperti yang 
ditunjukkan di atas, terdapat 5 kecamatan yang menjadi konsentrasi penduduk 
miskin, yaitu pada Kecamatan Tamalate dengan 36.531 jiwa, diikuti oleh 
Kecamatan Tallo dengan 32.649 jiwa, kemudian Kecamatan Panakukang 
dengan 23.423 jiwa, Kecamatan Biringkanaya sebanyak 21.273 jiwa, dan 
Kecamatan Ujung Tanah dengan 20.602 jiwa penduduk miskin. Jika diamati 
antara luas wilayah administrasi 5 kecamatan tersebut dengan angka penduduk 
miskin yang ditampungnya, maka Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah relatif lebih 
dipadati oleh penduduk miskin, dibandingkan kecamatan yang lain.  
 
4.1.2 Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2015 sebesar 1.449.401 jiwa. 
Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 717.047 jiwa dan perempuan 732.354 jiwa, 
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dengan total rumah tangga yang tercatat sebanyak 347.748 rumah tangga. Pada 
gambar 4.2 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah 
penduduk laki-laki, dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) terhitung 
sebesar 97,91. Dimana setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 
penduduk laki-laki. 
 
Grafik 4.2 Populasi Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Jenis 
Kelamin Tahun 2015 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Jumlah penduduk Kota Makassar yang mencapai tujuh digit angka ini 
adalah capaian pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. 
Setidaknya, peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat secara 
konsisten dalam kurun waktu lima  tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 4.3 populasi penduduk pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010 
total penduduk Kota Makassar berjumlah 1.339.374 jiwa, dengan peningkatan 
terus menerus sampai tahun 2015 yang mencapai 1.449.401 jiwa. Tercatat laju 
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pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 – 2015 sebesar 1,41 persen, dimana 
Kecamatan Biringkanaya mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 3,03 persen, 
kemudian Kecamatan Manggala 2,70 persen. 
 
Grafik 4.3 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar tahun 2010 – 2015 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Oleh karena peningkatan jumlah penduduk yang terjadi, terhitung 
kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2015 mencapai rata-rata 
sekitar 8.246 jiwa/km2. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang 
hanya mencapai rata-rata 8.131 jiwa/km2. Pada tabel 4.1 menunjukkan 
kepadatan penduduk di setiap kecamatan Kota Makassar. 
Dari tabel 4.1 juga terekam sebaran penduduk Kota Makassar terbesar 
berada pada Kecamatan Biringkanaya, kemudian Kecamatan Tamalate dan 
Rappocini. Namun kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan 
Makassar. Mariso dan Mamajang. Oleh karena itu, pemerintah kota dalam 
beberapa tahun belakangan ini mengarahkan pengembangan pemukiman 
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berada di wilayah yang masih relatif rendah kepadatan penduduknya, seperti 
Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, termasuk juga Biringkanaya, sekalipun 
memiliki jumlah penduduk yang tinggi namun memiliki wilayah yang luas. 
Tabel 4.1 Laju Peningkatan Kepadatan Penduduk Berdasarkan 
Kecamatan di Kota Makassar tahun 2014 - 2015 
No Kecamatan 
Jumlah 
Penduduk 
2014 
Jumlah 
Penduduk 
2015 
Luas 
Wilayah 
(km2) 
Kepadatan 
Penduduk per 
km2 (2014) 
Kepadatan 
Penduduk per 
km2 (2015) 
1 Mariso 58327 58.815 1,82 32.048 32.316 
2 Mamajang 60537 60.779 2,25 26905 27.013 
3 Tamalate 186921 190.694 20,21 9249 9.436 
4 Rappocini 160499 162.539 9,23 17389 17.610 
5 Makassar 84014 84.396 2,52 33339 33.490 
6 Ujung Pandang 28053 28.278 2,63 10667 10.752 
7 Wajo 30505 30.722 1,99 15329 15.438 
8 Bontoala 55937 56.243 2,1 26637 26.782 
9 Ujung Tanah 48531 48.882 5,94 8170 8.229 
10 Tallo 137997 138.598 5,83 23670 23.773 
11 Panakukang 146121 146.968 17,05 8570 8.620 
12 Manggala 131500 135.049 24,14 5447 5.594 
13 Biringkanaya 190829 196.612 48,22 3957 4.077 
14 Tamalanrea 109471 110.826 31,84 3439 3.481 
 Kota Makassar 1429242 1.449.401 100,00 8131 8.246 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
 
4.1.3 Kondisi Perekonomian 
Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2015 diraih sebesar 
7,44 persen. Proporsi pertumbuhan ini tergolong tinggi, namun masih berada di 
urutan ke sepuluh jika diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Seperti pada gambar 4.4 berikut 
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Grafik 4.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2015 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Perekonomian Kota Makassar dari tahun ke tahun terus tumbuh selama 
empat tahun terakhir ini. Pada tahun 2015 terjadi sedikit kenaikan dibandingkan 
pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Jika pada tahun 2014 Kota Makassar 
tumbuh mencapai angka Rp82.596.786 juta berdasarkan harga konstan 2010, 
maka di tahun 2015 berhasil mencapai Rp88.740.213 juta. Laju pertumbuhan 
PDRB Kota Makassar tahun 2014 mencapai 7,40 persen, sedangkan tahun 2015 
sebesar 7,44 persen. 
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Grafik 4.5 Laju Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar 
tahun 2012 - 2015 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mengalami 
kenaikan setiap tahunnya merupakan kontribusi yang dicatat melalui aktifitas 
berbagai lapangan usaha. Setelah mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang 
dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008), selain terjadi perubahan 
penetapan tahun dasar – dari tahun 2000 ke tahun 2010 – juga terjadi perubahan 
perhitungan statistik PDRB dari klasifikasi 9 sektor lapangan usaha, kini menjadi 
17 sektor lapangan usaha. Kota Makassar turut mengadopsi perhitungan 
tersebut. Berikut gambaran kontribusi dari setiap sektor ekonomi yang 
membentuk PDRB Kota Makassar tahun 2015. 
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Grafik 4.6 Persentase Kontribusi PDRB berdasarkan Lapangan 
Usaha tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2016 
Gambar 4.6 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi 
penyumbang terbesar dengan 20,24% untuk PDRB Kota Makassar, kemudian 
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 
18,31%, dan sektor konstruksi dengan 17%, tiga sektor ini memberikan 
kontribusi yang yang tinggi kepada PDRB Kota Makassar. sementara sektor 
yang lain tidak melebihi proporsi 10%, seperti sektor informasi dan komunikasi; 
dan sektor pendidikan masing-masing 9%; kemudian sektor jasa keuangan dan 
asuransi sebesar 6%; sektor real estate; dan sektor administrasi pemerintahan, 
pertahanan, dan jaminan sosial wajib masing-masing mencapai 4%; selanjutnya 
sektor jasa kesehatan; dan jasa lainnya sebesar 3%; sektor penyediaan 
akomodasi dan makan minum; dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 
2%. Selanjutnya oleh sektor jasa perusahaan; dan sektor pertanian, kehutanan, 
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dan perikanan hanya menyumbang 1%; dan sektor pertambangan dan 
penggalian; serta sektor pengadaan listrik dan gas tidak memberikan kontribusi 
sama sekali, proporsi di atas dihitung berdasarkan harga berlaku menurut 
lapangan usaha di Kota Makassar tahun 2015. 
 
4.1.4 Kondisi Kemiskinan 
Di antara kepadatan penduduk Kota Makassar, terdapat populasi 
penduduk miskin yang mencapai sekitar 66.200 jiwa pada tahun 2014. Dari 
angka tahun sebelumnya yang mencapai 66.400 jiwa. Jumlah miskin Kota 
Makassar ini turun dan memperoleh proporsi terhadap jumlah penduduk yang 
rendah. Meskipun jumlah penduduk miskin secara proporsi hanya menyumbang 
sekitar 4,48 (BPS, 2015), namun jika melihat perkembangannya, kemiskinan 
Makassar dari tahun 2009 hingga 2014 masih cenderung fluktuatif dengan 
penurunan yang tidak begitu signifikan dari tahun 2009. 
 
Grafik 4.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS Kota Makassar, 2016 
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Garis kemiskinan Kota Makassar sendiri menampilkan angka yang terus 
naik dari tahun ke tahun, seperti dari tahun 2009 sampai 2014. Dari tahun 
terakhir yang ditampilkan oleh data dibawah ini menunjukkan bahwa masih 
terdapat hingga 64.200 jiwa, dengan proporsi sebesar 4,48% terhadap jumlah 
penduduk. 
 
Tabel 4.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan 
Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2009 – 2014 
Tahun Garis Kemiskinan 
(rupiah) 
Penduduk Miskin 
Jumlah (ribu jiwa) Persentase 
2009 209,582 69.7 5,52 
2010 233,815 78.7 5,86 
2011 242,034 71.7 5,29 
2012 256,777 69.9 5,02 
2013 273,231 66.4 4,7 
2014 281,917 64.2 4,48 
Sumber: Kota Makassar Dalam Angka, 2016 
 
Angka kemiskinan di atas mengikuti standar pengukuran yang diterapkan 
oleh BPS. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan angka kemiskinan 
yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Makassar 
dengan total penduduk miskin mencapai 434.123 jiwa pada tahun 2013 dengan 
proporsi mencapai 30% terhadap jumlah penduduk Kota Makassar. Tentunya 
terdapat perbedaan indikator pengukuran di antara kedua instansi tersebut, di 
mana dari perbandingan ini bisa dinilai bahwa penduduk miskin Kota Makassar 
masih tergolong rentan terhadap kondisi ataupun indikator-indikator yang lebih 
luas. Total kemiskinan Makassar jika dihitung berdasarkan rumah tangga miskin 
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versi BAPPEDA yang mencapai 92.719 rumah tangga, angka ini masih jauh lebih 
tinggi dibanding dengan kisaran total penduduk miskin di tahun 2013 versi BPS. 
Sulawesi Selatan memiliki tiga daerah yang termasuk sebagai kota yaitu, 
Kota Makassar, Pare-Pare dan Palopo. Membandingkan angka kemiskinan di 
antara kota yang terdapat di Sulawesi Selatan ini, akan terlihat proporsi 
kemiskinan terendah adalah Kota Makassar terhadap jumlah penduduk 
miskinnya dengan angka 4,49%, namun Kota Makassar memiliki jumlah 
penduduk miskin yang jauh tinggi dibandingkan 2 kota lainnya, seperti yang 
ditunjukkan statistik berikut 
 
Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar, 
Parepare dan Palopo 
Sumber: BPS Kota Makassar, 2016 
 
Tahun Pare-pare Palopo Makassar 
Populasi persen Populasi Persen Populasi Persen 
2006 9,560 8.28 16,960 12.45 86,150 7.04 
2007 8,800 7.65 17,400 12.71 69,900 5.66 
2008 8,300 7.10 18,200 12.83 66,900 5.36 
2009 7,690 6.52 17,260 11.85 69,670 5.52 
2010 8,500 6.53 16,800 11.28 78,700 5.86 
2011 7,741 5.91 15,300 10.22 71,675 5.29 
2012 7,400 5.58 14,800 9.46 69,200 5.02 
2013 8,600 6,36 15,500 9,57 66,400 4,70 
2014 8,070 5,89 14,590 8,80 64,230 4,49 
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Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan Kota Makassar secara 
persentase memang rendah dibandingkan dengan kota Parepare dan kota 
Palopo. Hal ini disebabkan tingginya populasi penduduk Kota Makassar yang 
berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik 
secara alamiah maupun melalui urbanisasi. 
 
4.1.5 Kondisi Pendidikan 
Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan 
di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana peningkatan kecerdasan 
dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, 
maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Pemerataan kesempatan 
pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti 
gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar. Beberapa indikator dalam 
melihat perkembangan keadaan di bidang pendidikan secara umum di Kota 
Makassar di antaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah dan ketersediaan 
sarana pendidikan. 
Penyediaan saran dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan 
sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan berlangsungnya 
wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat 
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. 
Ketersediaan sarana yang paling dasar ditunjukkan melalui Rasio Murid-Guru 
dan Rasio Murid-Sekolah. Meski memiliki kelemahan karena bersifat kuantitif, 
namun setidaknya mampu memberikan gambaran terkait perkembangan 
pembangunan di bidang pendidikan.  
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Rasio Murid-Guru merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah 
guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio Murid-Guru menggambarkan 
rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin sedikit murid 
yang ditangani seorang guru, maka semakin memudahkan guru terseut untuk 
memantau dan mengukur kemajuan belajar setiap siswanya. Meskipun demikian, 
belum ada patokan tentang Rasio Murid-Guru yang ideal dalam proses belajar-
mengajar. 
Tabel 4.4 menunjukkan kondisi perbandingan antara jumlah murid 
dengan jumlah guru sejak periode 2011/2012 hingga periode 2014/2015. Untuk 
jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tidak mengalami 
perkembangan yang signifikan, dimana rata-rata terdapat 23 murid yang 
ditangani oleh seorang huru pada periode 2011/2012 dan pada periode 
2014/2015 sedikit berkurang dengan rata-rata 21 murid ditangani oleh seorang 
guru. Bahkan pada periode 2012/2013 dan periode 2013/2014 rasio murid guru 
Sekolah dasar di Kota Makassar berlangsung konstan. 
Tabel 4.4 Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Kecamatan di 
Kota Makassar Tahun 2015 
Kecamatan Rasio Murid-Guru 
SD 
Rasio Murid-
Guru SMP 
Rasio Murid-
Guru SMA 
Mariso 22,81 28,34 18,43 
Mamajang 23,46 17,25 21,90 
Tamalate 23,91 16,66 21,35 
Rappocini 21,16 11,31 16,37 
Makassar 22,43 10,83 12,36 
Ujung Pandang 18,43 27,08 24,55 
Wajo 22,37 8,41 11,14 
Bontoala 19,46 17,46 19,69 
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Sumber: BPS Kota Makassar, 2016 
Sementara itu, Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama terlihat 
fluktuatif, perbandingan jumlah murid sebesar rata-rata 15 orang terhadap 
seorang guru yang tercatat kembali pada periode 2014/2015. Sementara untuk 
Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas mengesankan angka yang kurang 
baik. Terjadi penigkatan yang signifikan pada periode 2014/2015 dengan rata-
rata 19 murid untuk seorang guru, sedangkan pada periode 2011/2012 rata-rata 
hanya 11 murid saja untuk seorang guru. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh 
lonjakan penduduk usia SMA pada periode tersebut di Kota Makassar. 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk 
kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini 
menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di 
masyarakat. Angka Partisipasi Sekolah yang terdapat pada tabel 4.5 berikut 
menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang 
pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang 
pendidikan tersebut. 
 
 
Ujung Tanah 24,42 14,79 21,67 
Tallo 26,15 13,94 22,65 
Panakukang 19,45 16,70 20,79 
Manggala 21,68 14,97 19,47 
Biringkanaya 15,74 14,71 19,45 
Tamalanrea 21,71 16,36 19,84 
Kota Makassar 21,17 15,75 19,45 
- 2011/2012 
- 2012/2013 
- 2013/2014 
23 Murid 
22 Murid 
22 Murid 
15 Murid 
15 Murid 
16 Murid 
11 Murid 
9   Murid 
11 Murid 
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Tabel 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin dan 
Kelompok Usia Kota Makassar tahun 2015 
 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 
 
Tabel 4.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 
tahun di Kota Makassar pada tahun 2015. Tampak angka penduduk yang 
sementara/masih sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun 
mencapai angka yang tinggi. Untuk kelompok usia 7-12 tahun saja,terdapat laki-
laki dan perempuan yang masih bersekolah rata-rata sebanyak 98,64, ini 
diartikan bahwa setiap 100 penduduk kisaran usia tersebut terdapat 98 orang 
yang sedang aktif bersekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun 
terdapat laki-laki dan perempuan yang masih bersekolah rata-rata sebanyak 
96,65, artinya dari 100 penduduk kisaran usia tersebut, terdapat paling kurang 96 
Jenis kelamin dan 
Kelompok umur sekolah 
Partisipasi Sekolah 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
Masih Sekolah Tidak Sekolah 
Lagi 
Laki-laki       
7-12 tahun 2,22 97,78 - 
13-15 tahun 1,48 96,43 2,09 
16-18 tahun - 70,62 29,38 
19-24 tahun 1,11 45,49 53,39 
        
Perempuan       
7-12 tahun 0,62 99,38 - 
13-15 tahun - 96,87 3,13 
16-18 tahun - 75,66 24,34 
19-24 tahun - 49,78 50,22 
        
Laki-laki dan Perempuan       
7-12 tahun 1,36 98,64 - 
13-15 tahun 0,74 96,65 2,61 
16-18 tahun - 73,26 26,74 
19-24 tahun 0,60 47,48 51,92 
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orang yang aktif bersekolah. Perolehan ini tergolong baik, setidaknya tampak 
selaras dengan program belajar 9 tahun oleh pemerintah, sekalipun masih 
berada pada laju pertumbuhan rata-rata yang konstan dari tahun 2014 
 
4.1.6 Kondisi Kesehatan 
Sebagaimana bidang pendidikan, perbaikan peran bidang kesehatan 
secara terus menerus diupayakan untuk meraih sumber daya manusia yang 
berkualitas. Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat ditempuh melalui 
penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan, baik dari mutu maupun 
jumlahnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas 
kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan 
masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mudah dan 
murah. 
Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa 
terganggu oeh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, dan termasuk juga 
mereka yang menderita penyakit kronis dan belum kunjung sembuh. Tabel…… 
menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hanya 
sebesar 13,93 persen pada tahun 2014. Proporsi ini sebenarnya turun dari yang 
tercatat pada tahun 2013 yang mencapai 18,24 persen. 
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Grafik 4.9 Persentase Keluhan Sakit Kota Makassar tahun 2013 - 
2014 
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 
Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan 
yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan jumlah hari 
sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain 
itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena 
penyakit yang diderita. 
 
Tabel 4.6 Intensitas Jumlah Hari Sakit Pasien di Kota Makassar 
tahun 2013 - 2014 
Jumlah Hari Sakit 2013 2014 
L P L + P L P L + P 
< 4 Hari 71,56 62,29 67,06 62,93 53,92 58,16 
4 - 7 Hari 22,35 31,66 26,87 33,08 36,34 34,80 
8 - 14 Hari 2,41 0,88 1,67 0,83 2,74 1,70 
15 - 21 Hari 0,00 1,19 0,58 0,00 1,74 0,92 
22 - 30 Hari 3,68 3,98 3,82 3,17 5,52 4,42 
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 
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Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Kota 
Makassar setidaknya memiliki 928 sarana kesehatan yang dimiliki/dikelola baik 
dari instansi pemerintah maupun swasta. Seperti yang tertera pada tabel 4.7 
berikut. 
 
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan Berdasarkan 
Pemilikan/Pengelola di Kota Makassar Tahun 2015 
Sarana Kesehatan 
Pemilikan/Pengelola 
Pem. 
Pusat 
Pem. 
Provinsi 
Pem. 
Kota 
TNI/POLRI BUMN Swasta 
Rumah Sakit Umum 1 3 1 3 - 10 
Rumah Sakit Jiwa - 1 - - - - 
Rumah Sakit Bersalin - 2 - - - 20 
Rumah Sakit Khusus Lainnya - 2 - - - - 
PUSKESMAS - - 46 - - - 
PUSKESMAS Pembantu - - 38 - - - 
Puskesmas Keliling - - 37 - - - 
Balai Pengobatan/Klinik - - - - - 143 
Apotek - - - - - 583 
Toko Obat - - - - - 38 
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 
 
4.2 Analisis Deskriptif 
Penelitian karakteristik rumah tangga miskin ini pada dasarnya melihat 
ragam aspek dari profil rumah tangga miskin. Analisa dekskriptif penelitiaan ini  
menampilkan hasil survei yang dilakukan pada setiap klasifikasi wilayah, dengan 
mengambil karakteristik seperti demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan 
dan pekerjaan rumah tangga miskin dari wilayah sampel yang telah ditentukan. 
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Adapun jumlah sampel yang diambil dari seluruh lokasi fokus penelitian adalah 
sebanyak 105 rumah tangga miskin. 
Kelurahan Kaluku Bodoa merupakan satu dari tiga kelurahan di 
Kecamatan Tallo yang berkategori pantai, selainnya terdapat Kelurahan Buloa 
dan Kelurahan Panampu. Kaluku Bodoa memiliki proporsi wilayah sebesar 
0,59% dari luas wilayah Kecamatan Tallo. Kelurahan ini memiliki populasi 
penduduk yang tertinggi di kecamatan tersebut sebesar 22.585 jiwa dan 4.586 
rumah tangga pada tahun 2015, yang tersebar di 51 RT dan 7 RW. Kaluku 
Bodoa memiliki angka penduduk miskin sebesar 7.080 jiwa dan 1.555 rumah 
tangga miskin. Angka ini menempatkan Kelurahan Kaluku Bodoa menjadi 
penyumbang terbesar kemiskinan di wilayah pesisir Kota Makassar. Penelitian ini 
mengambil sampel di wilayah pesisir sebanyak 25 rumah tangga miskin, dengan 
Kelurahan Kaluku Bodoa sebagai sampel wilayahnya. 
Kelurahan Pampang merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling 
luas di antara kelurahan yang berada di Kecamatan Panakkukang. Wilayah 
kelurahan ini mencapai 2,63 km2 dengan populasi penduduk sebesar 17.972 jiwa 
dan 4.421 rumah tangga pada tahun 2015. Diantara kepadatan penduduk 
Kelurahan Pampang yang mencapai 7.015 jiwa/km2, terdapat 1.954 rumah 
tangga miskin.  Kelurahan Pampang kemudian menjadi satu kantong kemiskinan 
terbesar di wilayah tengah kota. Penelitian ini mengambil sampel di wilayah 
tengah kota sebanyak 32 rumah tangga miskin, dengan Kelurahan Pampang 
sebagai sampel wilayahnya. 
Kelurahan Sudiang Raya terletak di Kecamatan Biringkanaya dengan 
luas wilayah mencapai 8,78 km2 yang dihuni oleh 50.226 jiwa penduduk. 
Terdapat 11.079 total rumah tangga di kelurahan tersebut, di antaranya terdapat 
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2.928 rumah tangga yang miskin. Angka ini menjadikan Kelurahan Rudiang Raya 
sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di wilayah pinggiran kota. Setelahnya 
diikuti oleh Kelurahan parang tambung – kelurahan di pinggiran kota sebelah 
selatan Kota Makassar - yang mencapai 2291 rumah tangga miskin. Penelitian 
ini mengambil sampel di wilayah pinggiran kota sebanyak 48 rumah tangga 
miskin, dengan menjadikan Kelurahan Sudiang Raya sebagai sampel wilayah. 
 
4.2.1 Analisis Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin di Wilayah 
Pesisir, Tengah Kota, dan Pinggiran Kota Makassar 
Tabel 4.8 memuat variabel jenis kelamin kepala rumah tangga, status 
kependudukan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan 
kelompok usia kepala rumah tangga di tiga wilayah penelitian. 
Pertama, status kependudukan kepala rumah tangga. Variabel ini 
dijelaskan melalui kategori penduduk pribumi (penduduk asli yang lahir, 
menetap, dan memiliki orang tua yang juga lahir di Kota Makassar) dan kategori 
pendatang (penduduk yang melakukan perpindahan/migrasi ke Kota Makassar, 
kemudian menetap). 
Berdasarkan survei, ditemukan perbedaan karakteristik status 
kependudukan kepala rumah tangga miskin pada wilayah tengah kota dengan 
dua wilayah lainnya. Terlihat bahwa kepala rumah tangga miskin dengan status 
kependudukan sebagai pribumi cenderung terkonsentrasi di wilayah tengah kota 
dengan proporsi sebesar 71,8%. Sementara di wilayah pesisir dan pinggiran kota 
menunjukkan proporsi yang besar untuk kategori pendatang, dimana di wilayah 
pesisir sebesar 88% dan di wilayah pinggiran sebesar 64,58% kepala rumah 
tangga. 
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Perolehan ini menggambarkan tingginya populasi rumah tangga miskin 
sebagai pendatang (yang melakukan urbanisasi ke Kota Makassar dan memilih 
wilayah pesisir dan pinggiran kota sebagai wilayah mukim mereka). Hal tersebut 
menunjukkan relevansi antara temuan Renggapratiwi (2009) dan SMERU 
(2012), bahwa trend peningkatan kemiskinan pada daerah penelitian mereka 
diikuti oleh trend urbanisasi yang sebagian besar didominasi oleh penduduk 
miskin di dalamnya. Selanjutnya, Labacana (2003) dalam Renggapratiwi (2009) 
menyatakan bahwa perkembangan sektor ekonomi formal diperkotaan baik 
industri maupun jasa mengisyaratkan kualifikasi tertentu, seperti pendidikan dan 
keterampilan (skill), yang jauh dari akses warga miskin urbanit. Alhasil, mereka 
tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. sebab pendidikan dan 
keterampilan yang kurang memadai. Sehingga, lebih banyak meramaikan sektor 
ekonomi informal, dan secara spasial terhimpun dalam suatu pemukiman yang 
padat dengan tingkat sanitasi yang rendah. 
Kedua, jenis kelamin kepala rumah tangga. Variabel ini dijelaskan melalui 
kategori laki-laki dan perempuan. Berdasarkan survei, ditemukan keidentikan 
jenis kelamin kepala rumah tangga miskin untuk setiap wilayah. Terlihat pada 
tabel 4.8, proporsi laki-laki sebagai kepala rumah tangga semuanya berada di 
atas 80%. Wilayah pinggiran kota menempati proporsi paling tinggi untuk kepala 
rumah tangga miskin dibanding dua wilayah lainnya, yaitu 87,5%. Kemudian 
diikuti wilayah tengah kota sebesar 84,37% dan wilayah pesisir kota sebesar 
84,%. Sedangkan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan untuk 
setiap wilayah ditemukan memiliki proporsi yang relatif rendah, yaitu sebesar 
16% di wilayah pesisir, kemudian di tengah 15,63%, dan pinggiran kota sebesar 
12,5%. 
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Proporsi yang dominan oleh kepala rumah tangga laki-laki, dari hasil 
survei penelitian ini, menggambarkan bahwa rumah tangga miskin di tiga wilayah 
tersebut memiliki potensi untuk lebih memajukan kesejahteraannya. BPS (2007) 
dan Afandi (2012) menyebutkan bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai oleh 
perempuan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
rumah tangga miskin yang kepalai oleh laki-laki. Menurutnya, kepala rumah 
tangga laki-laki memiliki tingkat mobilitas tinggi sehingga berpotensi memperluas 
mata pencahariannya. Terlebih lagi ketika melihat faktanya bahwa rumah tangga 
yang dikepalai oleh perempuan adalah rumah tangga yang telah ditinggalkan 
oleh orang tua laki-laki (suami), baik ditinggalkan hidup (cerai), maupun 
meninggal dunia, sehingga memiliki tanggungan yang lebih besar. 
Ketiga, jumlah anggota rumah tangga (ART). Variabel ini dijelaskan 
melalui kategori 1 –4  orang, 5 – 7 orang, dan 8 – 12 ART. Berdasarkan survei, 
kisaran jumlah ART pada wilayah pesisir kota ditemukan berbeda dengan dua 
wilayah lainnya. Pada pesisir kota, jumlah ART cenderung pada kisaran 1 – 4 
ART, dengan proporsi 56%. Sementara itu di wilayah tengah kota terdapat 50% 
yang berada pada kisaran 5 – 7 ART. Sedangkan pada wilayah pinggiran kota 
terdapat 46% untuk kisaran 5 – 7 ART. Selain itu juga masih ditemukan rumah 
tangga yang memiliki 8 – 12 ART di setiap wilayah, namun dengan proporsi yang 
relatif kecil. 
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Tabel 4.8 Perbandingan Karakteristik Demografi Rumah Tangga 
Miskin di Kota Makassar 
KARAKTERISTIK 
DEMOGRAFI RUMAH 
TANGGA MISKIN 
KLASIFIKASI WILAYAH KOTA MAKASSAR 
PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN 
Status Kependudukan 
Kepala Rumah Tangga 
      
Pribumi 
3 12 23 71.9 17 35.4 
Pendatang 
22 88 9 28.1 31 64.6 
Total 
25 100 32 100 48 100 
Jenis Kelamin Kepala 
Rumah Tangga 
      
Laki-laki  
21 84.0 26 81.2 42 87.5 
Perempuan 
4 16.0 6 18.8 6 12.5 
Total 
25 100 32 100 48 100 
Jumlah Anggota Rumah 
Tangga Miskin 
 
 
 
 
  
1 - 4 orang 
14 56.0 13 40.6 18 37.5 
5 - 7 orang 
9 36.0 16 50.0 22 45.8 
8 - 12 orang 
2 8.0 3 9.4 8 16.7 
Total 
25 100 32 100 48 100 
Kelompok Usia Kepala 
Rumah Tangga 
 
 
 
 
  
25 - 40 Tahun 
7 28.0 13 40.6 24 50.0 
41 - 55 Tahun 
10 40.0 13 40.6 17 35.4 
 56 - 70 Tahun 
8 32.0 6 18.8 7 14.6 
Total 
25 100 32 100 48 100 
Sumber: Hasil Survei Penyusun, 2016 
Memperhatikan proporsi anggota rumah tangga (ART) di tiga wilayah 
tersebut dapat dikatakan bahwa pada wilayah pesisir Kota Makassar relatif lebih 
mengarah kepada pola yang ideal, yaitu dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) 
dengan dua orang anak, dibandingkan dengan wilayah tengah dan pinggiran 
Kota Makassar. Proporsi ini juga menggambarkan bahwa rumah tangga miskin di 
wilayah tengah kota dan pinggiran kota cenderung memiliki beban tanggungan 
relatif lebih tinggi oleh karena besarnya anggota rumah tangga mereka. 
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Keempat, kelompok usia kepala rumah tangga (KRT). Variabel ini 
dijelaskan dengan membandingkan kisaran usia 25 – 40 tahun, 41 – 55 tahun, 
dan 56 – 70 tahun. Berdasarkan survei, ditemukan perbedaan kelompok usia 
KRT di setiap wilayah. Pada pesisir kota terdapat sebesar 44% untuk kelompok 
usia 41 – 55 tahun. Sementara di wilayah pinggiran kota terdapat sebesar 50% 
untuk kelompok usia 25 – 40 tahun. Sedangkan pada wilayah tengah kota 
ditemukan kelompok usia 25 – 40 tahun dan 41 – 55 tahun seimbang dengan 
proporsi 40%. Dengan demikian, kepala rumah tangga miskin di pinggiran kota 
menunjukkan usia yang relatif lebih produktif dibandingkan kepala rumah tangga 
di wilayah lainnya. 
  
4.2.2 Analisis Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Wilayah 
Pesisir, Tengah Kota, dan Pinggiran Kota Makassar 
Tabel 4.9 memuat variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, 
partisipasi sekolah anggota rumah tangga, dan tingkat pendidikan anggota 
rumah tangga yang masih bersekolah pada tiga wilayah penelitian. 
Pertama, tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT). variabel ini 
dijelaskan melalui lima kategori, yaitu tidak lulus SD, tingkat SD, SMP, SMA, dan 
Perguruan Tinggi. Berdasarkan survei, ditemukan perbedaan karakteristik tingkat 
pendidikan kepala rumah tangga pada masing-masing wilayah penelitian. Pada 
wilayah pesisir terdapat 40% KRT yang melulusi tingkat SMP. Sementara di 
wilayah tengah kota terdapat 31,2% KRT yang melulusi tingkat SMA. Dan pada 
wilayah pinggiran kota terdapat hingga 54% KRT miskin yang tidak melulusi 
tingkat SD. Proporsi di atas merupakan tingkat pendidikan yang didominasi di 
masing-masing wilayah penelitian. Dimana setiap wilayah masih ditemukan KRT 
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yang tidak melulusi tingkat Sekolah Dasar namun dengan proporsi yang relatif 
rendah, kecuali pada wilayah pinggiran kota. 
Rendahnya tingkat pendidikan yang dilulusi oleh KRT di wilayah pinggiran 
kota menggambarkan akses yang begitu kecil, yang dimiliki oleh KRT tersebut 
terhadap lapangan usaha yang tersedia, dibandingkan dengan KRT pada dua 
wilayah lainnya. Terlebih ketika krisis kreatifitas dan minimnya keterampilan yang 
dimiliki, maka akan semakin menyudutkan kondisi kesejahteraan rumah tangga 
tersebut. 
Sementara itu di sisi lain, menurut Thee Kian Wie (1981) dan 
Darmaningtyas (2009), menyatakan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan 
utamanya pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi masih sangat terbatas 
bagi golongan yang berpendapatan rendah, keduanya menunjuk kelompok 
masyarakat berpendapatan tinggil yang tinggal di perkotaan, sebagai kelompok 
yang seringkali mendapat keuntungan sistem pendidikan selama ini. 
Kedua, partisipasi sekolah anggota rumah tangga (ART). Variabel ini 
dijelaskan melalui tiga kategori yaitu, tidak/belum sekolah, masih sekolah, dan 
tidak sekolah lagi. Pada ketiga wilayah ditemukan angka yang tinggi untuk 
kategori tidak sekolah lagi, yang ditunjukkan dengan proporsi sebesar 59,8% di 
pesisir kota, 55,7% di tengah kota, dan 50,7% di pinggiran kota. Dalam proses 
pengambilan data penelitian, diketahui bahwa sebagian besar yang termasuk 
dalam kategori ini adalah orang tua -anggota rumah tangga yang tidak berusia 
sekolah lagi. Sekalipun juga terdapat beberapa anak yang memang terpaksa 
putus sekolah (tidak bersekolah lagi) karena keterbatasan biaya. Seperti anak 
laki-laki dg. Bambi, penderita stroke yang menjadi responden di wilayah 
pinggiran kota. 
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Tabel 4.9 Perbandingan Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga 
Miskin di Kota Makassar 
KARAKTERISTIK 
PENDIDIKAN RUMAH 
TANGGA MISKIN 
KLASIFIKASI WILAYAH KOTA MAKASSAR 
PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN 
Tingkat Pendidikan 
Kepala Keluarga 
      
Tidak Lulus SD 
3 12.0 7 21.9 26 54.2 
 Lulus SD/se-derajat 
5 20.0 6 18.8 7 14.6 
Lulus SMP/se-derajat 
10 40.0 8 25.0 9 18.8 
Lulus SMA/se-derajat 
5 20.0 10 31.2 6 12.5 
Lulus PT/se-derajat 
2 8.0 1 3.1 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Partisipasi Sekolah 
Anggota Rumah Tangga 
   
 
 
 
Tidak/Belum Bersekolah 18 18.6 33 19.0 51 24.4 
Masih Sekolah 21 21.7 44 25.3 52 24.9 
Tidak Sekolah Lagi 58 59.8 97 55.7 106 50.7 
Total 25 100 32 100 48 100 
Pendidikan Anggota 
Rumah Tangga 
 
 
 
 
 
 
TK 
1 4.3 1 2.3 1 1.9 
SD/se-derajat 
5 23.8 9 20.5 36 69.2 
SMP/se-derajat 
10 47.6 12 27.3 10 19.2 
SMA/se-derajat 
4 19.1 19 43.2 5 9.6 
Perguruan Tinggi/se-
derajat 1 4.8 3 6.9 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Sumber: Hasil Survei Penyusun, 2016 
Pada wilayah pesisir, ART yang tidak/belum sekolah memiliki proporsi 
18,6%, kemudian sebesar 19% di wilayah tengah kota, dan 24,4% di wilayah 
pinggiran kota. Sedangkan proporsi ART yang masih sekolah adalah sebesar 
21,7% pada pesisir kota, 25,3% pada tengah kota, dan 24,9% pada wilayah 
pinggiran Kota Makassar. Proporsi yang besar dari kategori ART yang masih 
sekolah menunjukkan pola pikir warga miskin kota yang telah melihat pendidikan 
sebagai hal yang penting dan menentukan perubahan kehidupan mereka, Thee 
Kian Wie (1981) mengibaratkan pendidikan dan keterampilan (Skill) merupakan 
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harta non fisik sangat penting bagi personnya maupun negara. Sebab, 
pendidikan terkadang masih dipandang sebagai beban oleh karena biaya 
pendidikan dan waktu yang dikorbankan. 
Ketiga, tingkat pendidikan anggota rumah tangga (ART) yang masih 
sekolah. Variabel ini dijelaskan melalui lima kategori yaitu, tingkat Taman Kanak-
kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Atas (SMA), dan tingkat Perguruan Tinggi (PT). Berdasarkan survei 
yang dilakukan, terdapat perbedaan karakteristik tingkat pendidikan ART yang 
masih sekolah pada wilayah pesisir kota dengan dua wilayah lainnya. Pada 
pesisir kota, ART yang bersekolah tampak terkonsentrasi pada tingkat SMP/se-
derajat, yakni sebesar 47,6%. Sementara itu, terdapat 62,9% ART di tengah kota 
yang terkonsentrasi pada tingkat SD/se-derajat. Dan 43,2% ART di pinggiran 
kota yang terkonsentrasi pada tingkat SMA/se-derajat. Dari angka di atas 
tergambarkan bahwa rumah tangga miskin tengah kota memiliki jangkauan 
terhadap pendidikan lanjutan yang baik dibanding dua rumah tangga miskin pada 
wilayah lainnya. Terdapat proporsi yang tinggi yang menunjukkan pilihan ART 
dalam melanjutkan pendidikannya. Hal ini juga semakin ditandai dengan 
perolehan 6% ART di tengah kota yang sementara melanjutkan pendidikan 
tinggi. 
 
4.2.3 Analisis Karakteristik Kesehatan Rumah Tangga Miskin di Wilayah 
Pesisir, Tengah Kota, dan Pinggiran Kota Makassar 
Tabel 4.10 memuat variabel jenis penyakit kronis KRT, sumber air 
minum, fasilitas buang air besar, dan tempat pembuangan akhir tinja rumah 
tangga miskin pada tiga wilayah penelitian. 
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Pertama, jenis penyakit kronis kepala rumah tangga (KRT). Variabel ini 
dijelaskan melalui 9 kategori penyakit kronis yaitu, hipertensi, rematik, asma, 
masalah jantung, tuberculosis, stroke, kanker/tumor, dan diabetes, serta kategori 
tidak memiliki penyakit kronis. Berdasarkan survei, ditemukan perbedaan jenis 
penyakit kronis pada wilayah pesisir kota dengan wilayah pinggiran kota, 
sementara di wilayah tengah kota tidak ditemukan jenis penyakit kronis yang 
menonjol, yang diderita kepala rumah tangga miskin. 
Pada wilayah pesisir kota terdapat 24% KRT yang menderita penyakit 
rematik, dan pada wilayah pinggiran kota terdapat 12% KRT yang menderita 
penyakit tuberculosis (TBC). Sementara itu, di wilayah tengah kota ditemukan 
KRT yang menderita penyakit stroke dengan 6,25% dan diabetes juga dengan 
proporsi 6,25%. Ketiga jenis penyakit kronis tersebut menjadi penyakit yang 
banyak ditemukan. Kondisi tubuh yang kurang sehat, terlebih saat terserang 
penyakit kronis yang diderita, menjadi kendala aktifitas bekerja dan membatasi  
lapangan usaha yang dapat digiatkan. Dalam proses pengambilan data di 
lapangan, diketahui bahwa KRT yang menderita penyakit kronis ini adalah 
mereka yang telah lanjut usia atau dalam kategorisasi penelitian ini berkisar 56 – 
70 tahun. 
Namun dapat dilihat juga, dari penelitian ini ditemukan bahwa jauh lebih 
banyak KRT yang tidak memiliki penyakit kronis tertentu. Terdapat 35 kepala 
rumah tangga yang mengidap penyakit kronis di semua wilayah penelitian, 13 
KRT di wilayah pesisir kota, 7 KRT di tengah kota, dan 15 KRT di wilayah 
pinggiran kota. Sementara itu, terdapat 70 KRT yang tidak memiliki penyakit 
kronis tertentu, 12 KRT di wilayah pesisir kota, 25 KRT di wilayah tengah kota, 
dan 33 KRT di wilayah pinggiran kota. Jumlah KRT yang terhindar dari penyakit 
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kronis untuk wilayah pinggiran kota yang tinggi, tampak relevan dengan temuan 
data kelompok usia KRT pada tabel 4.7 (demografi). Dimana KRT miskin di 
wilayah ini didominasi usia 25 – 40 tahun. Dengan kata lain, KRT potensial 
mengidap penyakit kronis oleh karena pengaruh usia mereka. 
Kedua, sumber air minum rumah tangga (RT). Variabel ini dijelaskan 
melalui 8 kategori, yaitu air isi ulang, leding meteran, sumur pompa, sumur 
terlindungi, mata air, air sungai, air hujan. Berdasarkan survei, ditemukan 
keidentikan karakteristik sumber air minum RT pada masing-masing wilayah. 
Seperti pada wilayah pesisir kota yang mengonsumsi air isi ulang dengan 
proporsi 44%, di tengah kota bersumber dari leding meteran dengan proporsi 
68,8%, dan di wilayah pinggiran kota juga dari leding meteran dengan proporsi 
62,5%. 
Pada wilayah pesisir kota, rumah tangga miskin dominan mengonsumsi 
air isi ulang yang dibeli/diperoleh dari salah seorang warga yang membangun 
sumur pompa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, warga pada lokasi ini 
sengaja membeli air tersebut, sebab air di rumah mereka terkontaminasi dengan 
air laut, sehingga terasa asin. Aktifitas mengambil air dari sumur pompa itu 
menjadi pemandangan yang unik pada pagi dan sore hari. Namun masih 
ditemukan juga rumah tangga yang mengonsumsi air sumur terlindungi. Masih 
terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan air dari sumur terlindungi, 
sebab biaya yang relatif tinggi bagi mereka untuk memasang air leding meteran 
(PDAM). 
Pada wilayah tengah kota juga menunjukan kecenderungan yang sama. 
Terdapat 10 rumah tangga di wilayah ini mengonsumsi air minum isi ulang dan 
sebanyak 22 rumah tangga yang air minumnya bersumber dari air leding 
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meteran. Sementara itu, pada wilayah pinggiran kota juga indentik dengan 
wilayah lainnya. Terdapat 16 rumah tangga yang mengonsumsi air isi ulang dan 
30 rumah tangga yang bersumber dari air leding meteran, 1 rumah tangga 
menggunakan sumur pompa, dan 1 rumah tangga lainnya mengonsumsi air 
minum dari sumur tidak terlindungi. Temuan di atas menunjukkan bahwa secara 
umum, rumah tangga miskin telah mampu mengakses air bersih konsumsi 
sehari-hari mereka. Dengan melihat jumlah rumah tangga yang mengonsumsi air 
leding meteran dan air isi ulang hampir merata dan dominan di setiap wilayah. 
 
Tabel 4.10 Perbandingan Karakteristik Kesehatan Rumah Tangga 
Miskin di Kota Makassar 
KARAKTERISTIK 
KESEHATAN 
RUMAH TANGGA MISKIN 
KLASIFIKASI WILAYAH KOTA MAKASSAR 
PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN 
Jenis Penyakit Kronis       
Hipertensi 
4 16.0 1 3.1 - 0 
Rematik 
6 24.0 1 3.1 2 4.2 
Asma 
1 4.0 1 3.1 3 6.2 
Masalah Jantung 1 4.0 - 0 - 0 
TBC 
1 4.0 - 0 6 12.5 
Stroke 
- 0 2 6.2 2 4.2 
Kanker/Tumor 
- 0 - 0 1 2.1 
Diabetes 
- 0 2 6.2 1 2.1 
Tidak Memiliki 
12 48 25 78.1 33 68.8 
Total 25 100 32 100 48 100 
Sumber Air Minum       
Air Isi Ulang 
11 44.0 10 31.2 16 33.3 
Leding Meteran 
9 36.0 22 68.8 30 62.5 
Sumur Pompa 
2 8.0 - 0 1 2.1 
Sumur Terlindungi 
3 12.0 - 0 - 0 
Sumur Tidak Terlindungi 
- 0 - 0 1 2.1 
Mata Air - 0 - 0 - 0 
Air Sungai - 0 - 0 - 0 
Air Hujan - 0 - 0 - 0 
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Total 25 100 32 100 48 100 
Fasilitas Buang Air Besar       
Milik Sendiri 
20 80.0 31 96.9 40 83.3 
Milik Bersama 
5 20.0 1 3.1 7 14.6 
Umum - 0 - 0 - 0 
Tidak Ada 
- 0 - 0 1 2.1 
Total 25 100 32 100 48 100 
Tempat Pembuangan 
Akhir Tinja 
      
Tangki 
20 80.0 15 46.9 38 79.2 
Kolam/Selokan 
- 0 17 53.1 9 18.8 
Sungai/Danau/Laut 
5 20.0 - 0 - 0 
Lubang Tanah 
- 0 - 0 1 2.1 
Pantai/Kebun - 0 - 0 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Sumber: Hasil Survei Penyusun, 2016 
Namun, terdapat satu kesenjangan. Dalam penelitian ini ditemukan satu 
rumah tangga yang mengonsumsi air minum dari sumur tidak terlindungi. Berada 
dalam kondisi yang begitu terpuruk. Hidup berdua dengan seorang anak laki-
lakinya, yang sejak kelas dua SD terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya lagi. 
Mereka tinggal di rumah yang sebelumnya di sewakan kepada mereka dan 
lambat laun pemilik rumah tersebut akhirnya membebaskan beban sewa bagi 
mereka. Di rumah itu mereka hanya menggunakan satu kamar saja, sebab tidak 
sanggup memperbaiki dinding dan atap yang berangsur rusak. Praktis, tidak ada 
yang memiliki pendapatan di rumah itu, sebab penyakit yang telah lama 
menggerogoti sejak usia mudanya. 
Ketiga, fasilitas buang air besar. Variabel ini dijelaskan melalui 4 kategori, 
yaitu milik sendiri, milik bersama, umum, dan tidak memiliki fasilitas buang air 
besar. Berdasarkan survei, tidak ditemukan perbedaan yang menonjol akan 
karakteristik fasilitas buang air besar pada masing-masing wilayah penelitian. 
Tampak bahwa rumah tangga di semua wilayah telah memiliki fasilitas buang air 
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besar, baik milik sendiri maupun milik bersama, kecuali 1 rumah tangga di 
wilayah pinggiran kota, yang terjelaskan di atas. Tingginya proporsi kepemilikan 
sendiri untuk fasilitas BAB di setiap wilayah menggambarkan kondisi masyarakat 
miskin Kota Makassar yang telah berada dalam budaya hidup sehat. Sebab 
dengan menggunakan fasilitas buang air besar bersama membuat masyarakat 
pada lingkungan tersebut rentan terkena penyakit menular dan akan memberi 
dampak pada beban pengobatan yang mesti ditanggungnya (Widowati, 2015). 
Terdapat 80% rumah tangga (RT) yang telah memiliki fasilitas buang air 
besar sendiri pada wilayah pesisir, dan 20% lainnya menggunakan fasilitas 
buang air besar secara bersama. Pada wilayah tengah kota menunjukkan 
proporsi yang lebih baik lagi, sebesar 96,9% RT telah memiliki falisilitas buang 
air besar sendiri dan 3,1% sisanya masih menggunakan fasilitas buang air besar 
bersama. Sementara itu di wilayah pinggiran kota terdapat 83,3% RT memiliki 
fasilitas buang air besar sendiri dan 14,6% RT yang menggunakan fasilitas 
buang air besar bersama, dan masih 2,1% RT yang tidak memiliki fasiltitas 
buang air besar dalam survei wilayah ini, sehingga hanya dengan mengandalkan 
lubang tanah di sekitar rumahnya sebagai tempat akhir pembuangan tinja. 
Keempat, tempat pembuangan akhir tinja. Variabel ini dijelaskan melalui 
5 kategori, yaitu tangki, kolam/selokan, sungai/danau/laut, lubang tanah, dan 
pantai/kebun. Berdasarkan dari survei yang dilakukan, terdapat perbedaan 
karakteristik tempat akhir pembuangan tinja pada wilayah tengah kota dengan 
dua wilayah lainnya. Pada wilayah pesisir dan pinggiran, masing-masing  
terdapat hingga 80% RT yang telah membuat tangki pembuangan tinja. 
Sementara di tengah kota masih terdapat rumah tangga miskin yang hanya 
membuat selokan/kolam sebagai tempat pembuangan akhir, ditunjukkan dengan 
93 
 
 
 
proporsi sebesar 53,1%, sekalipun 46,9% lainnnya telah membuat tangki 
pembuangan tinja. 
Dari sini, tergambarkan bahwa secara umum rumah tangga miskin telah 
memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang sudah sesuai, yaitu dengan 
membuat tangki pembuangan. Namun, di sisi lain juga masih terdapat rumah 
tangga yang hanya membentuk selokan dan kolam pembuangan, bahkan untuk 
wilayah pesisir terdapat beberapa rumah tangga yang mengaliri pembuangannya 
sampai ke laut, yang ditunjukkan dengan proporsi sebesar 20% di wilayah pesisir 
kota. 
 
4.2.4 Analisis Karakteristik Pekerjaan Rumah Tangga Miskin di Wilayah 
Pesisir, Tengah Kota, dan Pinggiran Kota Makassar 
Tabel 4.11 memuat variabel pekerjaan utama kepala rumah tangga, lama 
bekerja, tingkat pengeluaran rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah 
tangga, dan lapangan usaha lainnya dari rumah tangga miskin pada tiga wilayah 
penelitian.  
Pertama, pekerjaan utama kepala rumah tangga. Variabel ini dijelaskan 
melalui 9 kategori, yaitu buruh, petani, pedagang, nelayan, supir, ojek, tidak 
menetap, dan kategori lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan 
perbedaan karakteristik pekerjaan KRT pada ketiga wilayah penelitian. Jika pada 
wilayah pesisir sebesar 52% KRT bekerja sebagai buruh. Maka pada wilayah 
pinggiran, karakteristik pekerjaan utama KRT adalah sebagai supir dengan 
proporsi 31,2% dan tukang ojek sebesar 22,9%. Sementara itu, di tengah kota 
lebih banyak ditemukan KRT yang menjadi pedagang dengan angka sebesar 
37,5%. Di sisi lain, tidak ditemukan KRT yang bekerja sebagai petani/buruh tani 
94 
 
 
 
pada setiap lokasi penelitian. Hal ini menggambarkan diversifikasi pekerjaan 
utama yang digeluti oleh rumah tangga miskin perkotaan, yang menunjukkan 
konsentrasi pada sektor industri dan jasa secara informal. 
Pada wilayah pesisir kota karakteristik pekerjaan utama KRT yang 
menonjol adalah sebagai buruh. Perlu diperjelas bahwa buruh yang 
dimaksudkan untuk profesi ini adalah sebagai buruh nelayan, mereka menjadi 
buruh nelayan sebab terkendala modal finansial untuk beralih menjadi nelayan 
mandiri. Selain itu juga terdapat buruh gudang, hal ini berhubungan erat dengan 
pembangunan kawasan pergudangan yang diletakkan pemerintah kota pada 
wilayah tersebut. Tampaknya mulai terjadi pergeseran struktur ekonomi 
masyarakat akibat realisasi pembangunan kawasan pelabuhan dan pergudangan 
pada wilayah tersebut, seperti yang diterangkan dalam penelitian SMERU 
(2012). 
Pada wilayah tengah kota karakteristik pekerjaan utama KRT yang 
menonjol adalah pedagang dan buruh. Terdapat 12 KRT yang berprofesi 
pedagang. Profesi pedagang yang ditemukan dalam penelitian ini bertumpu pada 
barang dagang campuran. Selanjutnya, terdapat 11 KRT yang bekerja menjadi 
buruh, profesi buruh yang ditemukan pada wilayah ini merupakan buruh 
bangunan. 
Sementara itu, di pinggiran Kota Makassar pekerjaan utama KRT yang 
menonjol dalam survei ini adalah supir dan tukang ojek. Ditemukan hingga 15 
KRT yang menjadi supir di wilayah pinggiran kota, baik supir taksi maupun supir 
pete-pete dalam/luar kota. Kemudian untuk pekerjaan utama sebagai ojek 
mencapai 11 KRT, baik yang dikenal saat ini dengan go-jek, maupun ojek yang 
dikenal masyarakat umum sebelumnya. Selain itu, pada wilayah ini juga banyak 
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ditemukan KRT yang berprofesi sebagai buruh, dengan jumlah 9 KRT yang 
ditemukan dalam survei ini. Profesi buruh yang mendominasi di wilayah ini 
adalah mereka yang bekerja di Kawasan Industri Makassar (KIMA). 
Kedua, tingkat pengeluaran rumah tangga. Variabel ini dijelaskan melalui 
4 kategori yaitu kisaran pengeluaran <Rp1.000.000, Rp1.000.000–Rp1.500.000, 
>Rp1.500.000–Rp2.000.000, >Rp2.000.000. Berdasarkan hasil survei ditemukan 
bahwa  terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran rumah tangga antara 
wilayah tengah kota dengan dua wilayah lainnya (pesisir dan pinggiran). Dimana 
pada tengah kota terdapat proporsi yang besar untuk kisaran pengeluaran 
sebesar >Rp1.500.000–Rp2.000.000 yaitu sebesar 34,4%. Sementara untuk 
pesisir dan pinggiran kota berada dalam kisaran pengeluaran antara 
Rp1.000.000–Rp1.500.000, masing-masing dengan proporsi 60% di pesisir dan 
54,2% di pinggiran kota. 
Ketiga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga. Variabel ini dijelaskan 
melalui 5 kategori kisaran pendapatan, yaitu Rp500.000–Rp1.000.000, 
Rp1.000.000–Rp1.500.000, Rp1.500.000–Rp2.000.000, >Rp2.000.000, dan 
kategori tidak memiliki pendapatan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 
ditemukan bahwa KRT pada wilayah pesisir kota memiliki perbedaan 
karakteristik pendapatan dengan KRT di wilayah tengah dan pinggiran kota. 
Terdapat 52% KRT yang memiliki pendapatan berkisar Rp500.000-Rp1.000.000 
di pesisir kota. Kemudian, pada tengah terdapat 46,9% KRT yang memiliki 
pendapatan berkisar >Rp1.000.000 – Rp1.500.000. Dan pada pinggiran kota, 
terdapat 41,7% KRT yang memiliki pendapatan berkisar >Rp1.000.000 – 
Rp1.500.000, hal ini mengidentikkan karakteristik pendapatan wilayah tengah 
dengan pinggiran kota. 
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Tabel 4.11 Perbandingan Karakteristik Pekerjaan Rumah Tangga 
Miskin di Kota Makassar 
 
KARAKTERISTIK PEKERJAAN 
RUMAH TANGGA MISKIN 
KLASIFIKASI WILAYAH KOTA MAKASSAR 
PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN 
Pekerjan Utama Kepala Rumah 
Tangga 
      
Buruh 13 52.0 11 34.4 9 18.8 
Petani - 0 - 0 - 0 
Pedagang 4 16.0 12 37.5 8 16.7 
Nelayan 4 16.0 - 0 - 0 
Supir 2 8.0 3 9.4 15 31.2 
Ojek 1 4.0 1 3.1 11 22.9 
Tidak Menetap - 0 2 6.2 2 4.2 
Lainnya 1 4.0 3 9.4 3 6.2 
Total 25 100 32 100 48 100 
Tingkat Pengeluaran Rumah 
Tangga   
  
  
<Rp1.000.000 5 20.0 9 28.1 11 22.9 
Rp1.000.000 – Rp1.500.000 15 60.0 10 31.2 26 54.2 
>Rp1.500.000 – Rp2.000.000 4 16.0 11 34.4 7 14.6 
>Rp2.000.000 1 4.0 2 6.2 4 8.3 
Total 25 100 32 100 48 100 
Tingkat Pendapatan Kepala 
Rumah Tangga   
  
  
Tidak memiliki pendapatan 2 8.0 1 3.1 1 2.1 
Rp500.000 - Rp1.000.000 13 52.0 3 9.4 12 25.0 
> Rp1.000.000 – Rp1.500.000 8 32.0 15 46.9 20 41.7 
> Rp1.500.000 – RP2.000.000 1 4.0 8 25.0 6 12.5 
>Rp2.000.000 1 4.0 5 15.6 9 18.8 
Total 25 100 32 100 48 100 
Lama Bekerja 
  
  
  
< 1 tahun - 0 - 0 3 6.2 
1 tahun - 2 tahun 3 12.0 3 9.4 5 10.4 
> 2 tahun - 3 tahun - 0 2 6.2 - 0 
> 3 tahun - 4 tahun 2 8.0 3 9.4 6 12.5 
> 4 tahun 20 80.0 24 75.0 34 70.8 
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Total 25 100 32 100 48 100 
Lapangan Usaha Lainnya 
  
  
  
Memiliki  7 28.0 20 62.5 11 22.9 
Tidak Memiliki 18 72.0 12 37.5 37 77.1 
Total 25 100 32 100 48 100 
Sumber: Hasil Survei Penyusun, 2016 
Keempat, lama bekerja kepala rumah tangga. Variabel ini dijelaskan 
melalui 5 kategori, yaitu berkisar <1 tahun, 1 tahun – 2 tahun, >2 tahun–3 tahun, 
>3 tahun – 4 tahun, >4 tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan 
keidentikan karakteristik kisaran lama bekerja KRT pada setiap wilayah 
penelitian. Sebagian besar KRT telah bekerja lebih dari 4 tahun, yaitu sebesar 
80% di pesisir, 75% di tengah, dan 70,8% di pinggiran kota. Hal ini menunjukkan 
bahwa KRT miskin telah menguasai dan terampil bekerja dalam lapangan 
usahanya saat ini. termasuk memahami pasar dari lapangan usaha mereka. Di 
sisi lain, masih terdapat beberapa KRT yang baru menjalani pekerjaannya 
berkisar lebih dari 1 – 2 tahun, bahkan kurang dari satu tahun, namun dengan 
proporsi yang relatif kecil. Diketahui, bahwa KRT yang berada pada karakteristik 
demikian adalah mereka yang bergelut sebagai go-jek dan  ada juga yang 
bekerja tidak menetap. 
Kelima, kepemilikan lapangan usaha lainnya. Variabel ini dijelaskan 
melaui 2 kategori, yaitu memiliki lapangan usaha lainnya, tidak memiliki lapangan 
usaha lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat perbedaan 
karakteristik kepemilikan lapangan usaha lain rumah tangga miskin yang berada 
di tengah kota dengan dua wilayah lainnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki 
lapangan usaha lainnya tampak menonjol untuk wilayah tengah kota, namun 
tidak pada wilayah pesisir kota dan pinggiran kota. Terdapat 28% rumah tangga 
yang memiliki lapangan usaha lain di pesisir kota. Sementara itu pada tengah 
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kota terdapat 62,5% rumah tangga dan sebesar 22,9% rumah tangga di 
pinggiran kota yang memiliki lapangan usaha lainnya. 
Hal ini menggambarkan bahwa rumah tangga miskin di tengah kota 
memiliki sumber pendapatan penopang selain yang bersumber dari pekerjaan 
utama KRT. Sekaligus mengindikasikan adanya ART lainnya (seperti ibu atau 
anak) dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, rumah 
tangga pada wilayah tengah kota secara relatif memiliki ketahanan ekonomi 
dibandingkan wilayah pesisir dengan wilayah pinggiran kota.  
 
4.2.5 Analisis Karakteristik Perumahan Rumah Tangga Miskin di Wilayah 
Pesisir, Tengah Kota, dan Pinggiran Kota Makassar 
Tabel 4.12 memuat variabel status kepemilikan lahan tempat tinggal, 
jenis, jenis lantai terluas tempat tinggal, jenis dinding terluas tempat tinggal, jenis 
atap tempat tinggal, dan sumber penerangan tempat tinggal rumah tangga 
miskin pada tiga wilayah penelitian. 
Pertama, status kepemilikan lahan tempat tinggal. Variabel ini dijelaskan 
melalui 5 kategori, yaitu milik sendiri, milik orang tua/famili/menumpang, 
kontrak/sewa, lahan milik pemerintah, dan lahan milik swasta. Berdasarkan 
survei yang dilakukan, terdapat perbedaan karakteristik status kepemilikan lahan 
tempat tinggal rumah tangga miskin pada semua wilayah penelitian. Pada 
wilayah pesisir karakterisitik kepemilikan/penguasaan lahan tempat tinggal 
rumah tangga miskin yang menonjol ditemukan berada dalam kepemilikan 
pemerintah, ditunjukkan dengan proporsi sebesar 60%. 
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Sedangkan pada wilayah tengah kota, dominannya rumah tangga miskin 
telah memiliki tempat tinggal berada di atas lahan miliknya sendiri dengan 
proporsi 56,2%. Sementara itu, pada wilayah pinggiran kota, dominan ditemukan 
rumah tangga miskin mengontrak tempat tinggal yang dihuninya saat ini dengan 
proporsi sebesar 60,4%. Sehingga ditemukan pada setiap wilayah penelitian 
memiliki karakteristik tertentu untuk status kepemilikan lahan tempat tinggal 
mereka. Gambaran ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah 
tengah kota memiliki ketahanan yang baik, dibandingkan dengan rumah tangga 
miskin yang berada di wilayah pesisir kota yang rentan tergusur oleh pemerintah. 
Sedangkan rumah tangga miskin pinggiran mesti terus berhadapan dengan 
biaya kontrak/sewa rumah mereka setiap tahun. 
Pada wilayah pesisir kota terdapat 15 rumah tangga yang menempati 
lahan milik pemerintah. Sebanyak 5 rumah tangga yang kontrak, dan hanya 5 
rumah tangga saja yang berstatus milik sendiri lahan tempat tinggal yang 
huninya. Ini ditunjukkan dengan akta jual-beli yang dipegang oleh kepala rumah 
tangga.  
Sedangkan pada wilayah tengah kota terdapat 18 rumah tangga yang 
lahan tempat tinggalnya berstatus milik sendiri. Sebanyak 6 rumah tangga yang 
menumpang di rumah orang tua/famili, dan terdapat 8 rumah tangga yang 
kontrak atas tempat tinggal mereka. Sementara itu, pada wilayah pinggiran kota 
terdapat 29 rumah tangga yang kontrak atas tempat tinggal mereka. Sebanyak 2 
rumah tangga yang menumpang di tempat tinggal milik orang tua/famili, dan 
terdapat 17 rumah tangga yang status kepemilikan tempat tinggalnya milik 
sendiri. 
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Kedua, jenis lantai terluas. Variabel ini dijelaskan melalui 4 kategori yaitu, 
semen, papan, bambu, dan tanah. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat 
perbedaan karakteristik jenis lantai terluas pada wilayah pesisir kota dengan dua 
wilayah lainnya. Jenis lantai papan tempat tinggal sebagian besar ditemukan 
pada wilayah pesisir kota dengan proporsi 68%, sementara jenis lantai semen 
dominan ditemukan baik pada wilayah tengah kota dengan proporsi 84,4%, 
maupun pinggiran kota dengan 85,4%. 
 
Tabel 4.12 Perbandingan Karakteristik Perumahan Rumah Tangga 
Miskin di Kota Makassar 
KARAKTERISTIK 
PERUMAHAN RUMAH 
TANGGA MISKIN 
KLASIFIKASI WILAYAH KOTA MAKASSAR 
PESISIR KOTA TENGAH KOTA PINGGIRAN KOTA 
FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN FREKUENSI PERSEN 
Status Kepemilikan Lahan 
Tempat Tinggal 
      
Milik Sendiri 
5 20.0 18 56.2 17 35.4 
Milik 
Orangtua/Famili/Menumpang - 0 6 18.8 2 4.2 
Kontrak/Sewa 
5 20.0 8 25.0 29 60.4 
Lahan Tidur Milik 
Pemerintah 15 60.0 - 0 - 0 
Lahan Tidur Milik Swasta - 0 - 0 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Jenis Lantai Terluas 
Tempat Tinggal   
  
  
Semen 
7 28.0 27 84.4 41 85.4 
Papan 
17 68.0 3 9.4 7 14.6 
Bambu 1 4.0 - 0 - 0 
Tanah 
- 0 2 6.2 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Jenis Dinding Terluas 
Tempat Tinggal   
  
  
Tembok 
7 28.0 20 62.5 42 87.5 
Papan 
16 64.0 5 15.6 4 8.3 
Bamboo 
- 0 1 3.1 - 0 
Seng 1 4.0 - 0  0 
Triplek 
1 4.0 6 18.8 2 4.2 
Total 25 100 32 100 48 100 
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Jenis Atap Tempat Tinggal   
 
   
Seng 
19 76.0 32 100.0 17 35.4 
asbes 
- 0 - 0 30 62.5 
rumbia/nipa - 0 - 0 - 0 
Bamboo 
6 24.0 - 0 1 2.1 
Total 
25 100 32 100 48 100 
Sumber Penerangan 
Tempat Tinggal   
  
  
PLN 25 100.0 32.0 100.0 48 100.0 
Generator - 0 - 0 - 0 
Petromak - 0 - 0 - 0 
Pelita/Lilin - 0 - 0 - 0 
Total 25 100 32 100 48 100 
Sumber: Hasil Survei Penyusun, 2016 
Pada wilayah pesisir jenis lantai papan terdapat pada 17 tempat tinggal 
rumah tangga. Sebanyak 7 rumah tanggal yang memiliki lantai terluas dari 
semen, dan hanya 1 rumah tangga yang memliki lantai terluas dari bambu. 
Sedangkan pada wilayah tengah kota terdapat 27 rumah yang berlantai semen. 
Sebanyak 3 rumah yang berlantai terluas dari papan, dan masih terdapat 2 
rumah yang lantai terluasnya dari tanah. Sementara itu, pada wilayah pinggiran 
kota terdapat 41 rumah yang berlantai semen dan 7 rumah yang lantai 
terluasnya dari papan. 
Ketiga, jenis dinding terluas. Variabel ini dijelaskan melalui 5 kategori 
yaitu tembok, papan, bambu, seng, dan triplek. Berdasarkan survei, ditemukan 
perbedaan karakteristik jenis dinding terluas pada wilayah pesisir kota dengan 
dua wilayah lainnya. Jika pada pesisir kota dominan ditemukan dinding terluas 
rumah tangga miskin terbuat dari papan dengan proporsi 64%, maka pada 
wilayah tengah dan pinggiran kota dominan ditemukan dinding terluas tempat 
tinggal rumah tangga miskin terbuat dari semen. Masing-masing dengan proporsi 
sebesar 62,5% dan 87,5%. Tampak berbeda jenis lantai terluas dari tempat 
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tinggal rumah tangga miskin di wilayah pesisir sebab ini berhubungan dengan 
lokasi mereka yang berada di pinggir pantai. 
Pada wilayah pesisir terdapat 16 rumah yang dinding terluasnya terbuat 
dari papan. Sebanyak 7 rumah yang memiliki dinding terluas dari tembok, 
terdapat 1 rumah yang dinding terluasnya dari seng, dan ada 1 rumah yang 
memiliki dinding terluas dari triplek. Sedangkan pada wilayah tengah kota 
terdapat 20 rumah yang dinding terluasnya dari tembok. Sebanyak 5 rumah yang 
memiliki dinding terluas dari papan, terdapat 6 rumah yang memiliki dinding 
terluas dari triplek, dan hanya ada 1 rumah saja yang dinding terluasnya dari 
bambu. 
Keempat, jenis atap tempat tinggal. Variabel ini dijelaskan melalui 5 
kategori, yaitu seng, asbes, rumbia/nipa, dan bambu. Berdasarkan survei yang 
dilakukan, ditemukan perbedaan karakteristik jenis atap tempat tinggal rumah 
tangga miskin pada wilayah pinggiran kota dengan dua wilayah lainnya. Jika 
pada wilayah pinggiran kota dominan ditemukan jenis atap berupa asbes, 
dengan proporsi 62,5%. Maka pada wilayah pesisir dan tengah kota jenis atap 
yang dominan ditemukan berupa seng, masing-masing dengan proporsi sebesar 
76% dan 100%. Atap yang terbuat dari asbes dominan digunakan pada rumah 
tangga miskin wilayah pinggiran kota sebab, lokasi konsentrasi rumah tangga 
miskin juga berada di wilayah PERUMNAS Sudiang. 
Pada wilayah pesisir terdapat 19 rumah yang menggunakan atap dari 
seng, dan sebanyak 6 rumah yang menggunakan atap terbuat dari bambu. 
Sedangkan pada wilayah tengah kota semua rumah tangga miskin telah 
menggunakan seng menjadi atap tempat tinggal mereka. Sementara itu pada 
wilayah pinggiran kota, masih terdapat 1 rumah yang menggunakan atap terbuat 
103 
 
 
 
dari bamboo, sebanyak 17 rumah menggunakan atap dari seng, dan terdapat 30 
rumah yang menggunakan atap berupa asbes.  
Kelima, sumber penerangan tempat tinggal. Variabel ini dijelaskan 
melalui  4 kategori, yaitu dari PLN, generator, petromak, pelita/lilin. Berdasarkan 
survei yang dilakukan, ditemukan keidentikan sumber penerangan tempat tinggal 
rumah tangga miskin pada ketiga wilayah penelitian. Dengan kata lain, semua 
tempat tinggal rumah tangga miskin telah mengakses penerangan yang 
bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga tidak ada lagi rumah 
tangga yang tidak mengakses listrik. 
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5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan secara deskriptif, dari hasil survei 
rumah tangga miskin pada tiga wilayah di Kota Makassar, maka secara umum 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik rumah tangga miskin pada 
ketiga wilayah penelitian, baik pada aspek demografi, pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, maupun aspek perumahan. Meskipun di antaranya terdapat pula 
beberapa variabel yang memiliki keidentikan pada setiap wilayah, seperti 
karakteristik jenis kelamin, angka partisipasi sekolah anggota rumah tangga, 
fasilitas buang air besar, lama bekerja kepala rumah tangga, dan sumber 
penerangan tempat tinggal rumah tangga miskin. 
Di sisi lain, ditemukan karakteristik yang berbeda sacara nyata, baik pada 
wilayah pesisir, tengah, dan pinggiran Kota Makassar, seperti pada karakteristik 
tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan anggota rumah 
tangga yang bersekolah, jenis penyakit kronis kepala rumah tangga, pekerjaan 
utama kepala rumah tangga, dan status kepemilikan lahan tempat tinggal rumah 
tangga miskin. 
Secara demografi, ditemukan konsentrasi rumah tangga miskin yang 
berstatus pendatang berada pada wilayah pesisir dan pinggiran kota, sementara 
wilayah tengah kota masih didominasi oleh rumah tangga miskin yang berstatus 
pribumi. Kemudian, rumah tangga miskin yang berada di wilayah tengah kota 
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menunjukkan struktur rumah tangga yang cenderung ideal (seorang ayah dan 
ibu dengan dua orang anak), dengan anggota rumah tangga yang dominan 
ditemukan berjumlah sekitar 1 – 4 orang dalam satu rumah tangga pada wilayah 
tersebut. Sementara itu, tingginya jumlah anggota rumah tangga yang berkisar 5 
– 7 orang yang ditemukan pada wilayah tengah dan pinggiran kota 
menggambarkan lebih besarnya tanggungan kepala rumah tangga pada kedua 
wilayah tersebut. Sedangkan karakteristik kelompok usia kepala rumah tangga 
miskin di wilayah tengah kota juga pesisir kota cenderung berada pada kelompok 
usia yang kurang produktif dari pada kepala rumah tangga di wilayah pinggiran 
kota. 
Pendidikan rumah tangga miskin pada wilayah tengah kota menunjukkan 
karakteristik yang lebih baik dari pada wilayah pesisir dan pinggiran kota. 
Dibuktikan dengan tingginya jumlah kepala rumah tangga yang melulusi Sekolah 
Menengah Atas (SMA) pada wilayah tersebut. Selain itu, juga terdapat proporsi 
yang tinggi untuk anggota rumah tangga yang bersekolah pada tingkat SMA dan 
Perguruan Tinggi di wilayah  tengah kota, jika dibandingkan dengan dua wilayah 
lainnya. 
Kesehatan kepala rumah tangga miskin yang dilihat melalui karakteristik 
jenis penyakit kronis yang diderita, menunjukkan perbedaan pada masing-
masing wilayah. Cukup tinggi proporsi yang ditemukan di wilayah pinggiran kota 
untuk kepala rumah tangga yang menderita penyakit Tuberculosis (TBC). 
Sedangkan pada wilayah pesisir kota banyak ditemukan kepala rumah tangga 
yang mengidap rematik, dan pada wilayah tengah kota, dominan kepaa rumah 
tangga mengidap penyakit stroke dan diabetes. 
106 
 
 
 
Namun, yang identik dari temuan ini adalah tingginya jumlah kepala 
rumah tangga yang tidak memiliki penyakit kronis tertentu, baik pada pesisir kota, 
tengah kota, maupun pinggiran kota. Dengan wilayah tengah kota yang 
menunjukkan proporsi paling tinggi. Sehingga kondisi kesehatan kepala rumah 
tangga pada wilayah tengah kota dapat dikatakan lebih baik dari dua wilayah 
lainnya. 
Rumah tangga miskin pada ketiga wilayah penelitian telah memiliki 
sarana sanitasi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi yang tinggi atas 
karakteristik air minum rumah tangga yang bersumber dari leding meteran dan 
air isi ulang, kemudian karakteristik fasilitas buang air besar yang sebagian besar 
dimiliki sendiri oleh rumah tangga di semua wilayah, dan karakteristik tempat 
pembuangan akhir tinja. Namun, berbeda pada wilayah tengah kota yang 
sebagian besar rumah tangga miskin di lokasi tersebut masih mengandalkan 
selokan dan kolam pembuangan.  
Karakteristik pekerjaan utama kepala rumah tangga miskin pada ketiga 
wilayah ditemukan berbeda. Dan sama sekali tidak ditemukan kepala rumah 
tangga yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Pada wilayah pesisir kota 
didominasi buruh gudang dan buruh nelayan, pada wilayah tengah kota banyak 
ditemukan kepala rumah tangga yang menjadi pedagang. Sebagian besar 
ditemukan kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan utama sebagai supir 
dan tukang ojek pada wilayah pinggiran kota. Karakteristik pekerjaan utama 
kepala rumah tangga ini tampaknya dipengaruhi oleh tipologi wilayah kehidupan 
mereka. 
Tingkat pendapatan kepala rumah tangga ditemukan berbeda pada 
ketiga lokasi penelitian. Sebagian besar kepala rumah tangga di wilayah pesisir 
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kota memiliki pendapatan hanya berkisar Rp500.000 – Rp1.000.000 dengan 
rata-rata lama bekerja lebih dari 4 tahun. Sedangkan pada wilayah tengah dan 
pinggiran kota, sebagian besar kepala rumah tangga memiliki pendapatan 
berkisar Rp1.000.000 – Rp.1.500.000 dengan rata-rata lama bekerja lebih dari 4 
tahun. Adapun karakteristik rumah tangga miskin yang memiliki lapangan usaha 
lain, sebagian besar ditemukan di wilayah tengah kota. Dengan demikian, rumah 
tangga miskin pada wilayah tengah kota memiliki ketahanan ekonomi yang lebih 
baik dari pada dua wilayah lainnya. 
Status kepemilikan lahan tempat tinggal, rumah tangga miskin di ketiga 
wilayah memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Pada wilayah 
tengah kota sebagian besar rumah tangga telah memiliki hak milik atas lahan 
tempat tinggal mereka, sedangkan pada wilayah pesisir sebagian rumah tangga 
membangun tempat tinggal mereka di atas lahan milik pemerintah, sehingga 
rentan tergusur. Sementara itu, sebagian besar rumah tangga miskin di wilayah 
pinggiran kota hanya mengontrak tempat tinggal mereka, sehingga memiliki 
biaya penghidupan yang tinggi. 
Adapun jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, dan jenis atap tempat 
tinggal rumah tangga miskin tampak berkaitan oleh tipologi wilayah pemukiman 
mereka. Seperti karakterisik jenis lantai dan dinding terluas yang dominan 
ditemukan di wilayah pesisir kota. Adapun sumber penerangan tempat tinggal 
rumah tangga miskin di semua wilayah, menunjukkan karakteristik yang identik. 
Penerangan tempat tinggal rumah tangga miskin juga sudah bersumber dari 
PLN. Sehingga tidak ada lagi rumah tangga miskin yang tidak mengakses listrik 
di rumah mereka, dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kota Makassar perlu memperhatikan kembali proses 
perencanaan pengentasan kemiskinan dengan melihat karakteristik 
rumah tangga miskin berdasarkan tipologi wilayah penghidupan mereka. 
Agar mampu menanggulangi kemiskinan Kota Makassar secara lebih 
spesifik dan merata. 
2. Secara umum pemerintah Kota Makassar perlu memikirkan lebih serius 
persoalan kependudukan dan pengendaliannya. Melihat lonjakan 
penduduk, baik secara alami maupun migrasi yang terus meningkat. 
3. Untuk wilayah pesisir, tengah, dan pinggiran Kota Makassar, diperlukan 
kebijakan khusus terkait pemberdayaan dan peningkatan keterampilan 
secara spesifik kepada perempuan maupun pemuda, agar mereka turut 
membantu perbaikan derajat ekonomi keluarga mereka. 
4. Untuk wilayah tengah kota dan pesisir Kota Makassar, diperlukan 
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan 
prasarana sanitasi, sebagai suatu insentif dalam membangun kesadaran 
sekaligus menciptakan lingkungan perumahan masyarakat miskin yang 
sehat. Seperti dengan melakukan revitalisasi pemukiman warga miskin 
misalnya. 
5. Untuk wilayah pinggiran kota, perlu penguatan atas kebijakan terkait 
pelayanan sosial, utamanya untuk layanan bantuan pendidikan. Agar 
akses terhadap tingkat pendidikan dapat dirasakan oleh anggota rumah 
tangga miskin pada wilayah ini. 
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6. Untuk wilayah tengah kota, diperlukan suatu kebijakan khusus yang dapat 
memperluas akses permodalan terhadap perbankan maupun lembaga 
keuangan yang memiliki prinsip mudah dan ringan bagi rumah tangga 
miskin di wilayah tersebut. Juga menggerakkan program yang mampu 
membantu rumah tangga miskin yang berwirausaha mengatur keuangan 
dagangan atau usaha lainnya. 
7. Untuk wilayah pesisir dan kota, diperlukan suatu kebijakan khusus yang 
mampu membuat rumah tangga tangga miskin memiliki lahan tempat 
tinggal milik sendiri, seperti kredit rumah subsidi untuk rakyat ataupun 
dengan mengutamakan kemudahan dalam sertifikasi lahan tempat tinggal 
rumah tangga miskin, agar mereka mampu terhindar dari ancaman 
penggusuran. 
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
“KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN PADA KLASIFIKASI WILAYAH 
TENGAH, PINGGIRAN, DAN PESISIR KOTA MAKASSAR” 
SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN SKRIPSI DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 
HASANUDDIN 
OLEH    : AHMAD FAQHRUDDIN ABDUR-RABB (A 111 10 258) 
PEMBIMBING  : Dr. AGUSSALIM, S.E., M.Si 
     Dr. SULTAN SUHAB, S.E., M.Si 
 
HARI/TANGGAL : …………………………………………………. 
 
I. IDENTITAS WILAYAH 
1. KOTA     : MAKASSAR 
2. KECAMATAN    :  
3. KELURAHAN    :  
4. TIPOLOGI WILAYAH   : 
 
II. KETERANGAN KEPALA RUMAH TANGGA 
1. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA : 
2. JENIS KELAMIN   : 
3. UMUR     : 
4. AGAMA    : 
5. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA : 
6. STATUS KEPENDUDUKAN  : 
a. Pribumi 
b. Pendatang 
 
III. PENDIDIKAN 
1. Sampai tingkat apa bapak/ibu melalui jenjang pendidikan ? 
a. Tidak melulusi SD 
b. SD/se-derajat 
c. SMP/se-derajat 
d. SMA/se-derajat 
e. Perguruan Tinggi/se-derajat 
 
2. Berapa jumlah anggota keluarga bapak/ibu yang pernah bersekolah ? 
a. Belum bersekolah  =  
b. Masih bersekolah  = 
c. Tidak bersekolah lagi = 
 
3. Jika menjawab b pada pertanyaan di atas, Berapa jumlah anggota keluarga 
bapak/ibu yang masih bersekolah? 
a. Pada tingkat TK = 
b. Pada tingkat SD = 
c. Pada tingkat SMP = 
d. Pada tingkat SMA = 
e. Pada tingkat PT = 
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IV. KESEHATAN DAN SANITASI 
1. Apakah bapak/ibu dalam kondisi sehat? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
2. Jika tidak, sudah berapa lama bapak/ibu mengalami sakit? 
(…………………….. bulan/tahun) 
 
3. Apakah bapak/ibu menderita penyakit berat/kronis? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
4. Apakah jenis penyakit berat/kronis yang diderita anggota keluarga ? 
a. Hipertensi 
b. Rematik 
c. Asma 
d. Masalah jantung 
e. Tuberculosis (TBC) 
f. Stroke 
g. Kanker/Tumor 
h. Diabetes 
 
5. Apa sumber air minum bagi anggota rumah tangga bapak/ibu? 
a. Air isi ulang 
b. Air ledeng meteran 
c. Sumur pompa 
d. Sumur terlindungi 
e. Sumur tak terlindungi 
f. Air sungai 
g. Air hujan 
 
6. Bagaimana kepemilikan tempat buang air besar bagi anggota rumah tangga 
bapak/ibu? 
a. Milik sendiri 
b. Milik bersama  
c. Umum 
d. Tidak ada 
 
7. Seperti apa tempat pembuangan akhir tinja yang bapak/ibu gunakan? 
a. Tangki 
b. Kolam/sawah 
c. Sungai/danau/laut 
d. Lubang tanah 
e. Pantai/’tanah 
f. Lapangan/kebun 
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V. PEKERJAAN 
1. Apa pekerjaan utama bapak/ibu? 
a. Buruh 
b. Petani 
c. Pedagang 
d. Nelayan 
e. Supir 
f. Ojek  
g. Tidak menetap 
h. Lainnya 
 
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja pada hal tersebut ? 
f. < 1 tahun 
g. 1 s/d 2 tahun 
h. > 2 s/d 3 tahun 
i. > 3 s/d 4 tahun 
j. > 4 tahun 
 
3. Berapakah pengeluaran bapak/ibu selama sebulan dalam memenuhi kebutuhan 
rumah tangga ? 
a. < Rp1.000.000 
b. > Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000 
c. > Rp1.500.000 s/d Rp2.000.000 
d. > Rp2.000.000 
 
4. Berapakah pendapatan bapak/ibu? 
a. Tidak Memiliki Pendapatan 
b.  Rp500.000 s/d Rp1.000.000 
c. > Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000 
d. > Rp1.500.000 s/d Rp2.000.000 
e. > Rp2.000.000 
 
5. Apakah bapak/ibu menjalankan usaha tertentu ? 
a. Ya 
b. Tidak 
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6. Jika Ya pada pertanyaan ke 5, apakah status kedudukan bapak/ibu dalam 
lapangan usaha ? 
a. Berusaha sendiri 
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 
c. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 
 
VI. PERUMAHAN 
i. Luas tanah perumahan bapak/ibu (termasuk pekarangan): 
(……………….. m2) 
 
ii. Apakah status tanah bapak/ibu tempati? 
a. Milik sendiri 
b. Milik orang tua/famili/Menumpang 
c. Kontrak/sewa 
d. Lahan milik pemerintah 
e. Lahan milik swasta 
 
iii. Apa jenis lantai paling luas dari tempat tinggal bapak/ibu? 
a. Semen 
b. Papan 
c. Bambu 
d. Tanah 
 
iv. Apa jenis dinding paling luas dari tempat tinggal bapak/ibu? 
a. Tembok 
b. Papan 
c. Bambu 
d. Seng 
e. Triplek  
 
v. Apa jenis atap tempat tinggal bapak/ibu? 
a. Seng 
b. Asbes 
c. Rumbia/nipa 
d. Bambu 
 
vi. Dari mana sumber penerangan rumah bapak/ibu ? 
a. PLN 
b. Generator 
c. Petromak 
d. Pelita 
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Lampiran 2 
Hasil Rekapitulasi Data Penelitian 
 
Data Demografi Rumah Tangga Miskin Pesisir 
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Data Kesehatan dan Pekerjaan Rumah Tangga Miskin Pesisir 
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Data Perumahan Pesisir Rumah Tangga Miskin Pesisir 
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Data Demografi Rumah Tangga Miskin Tengah Kota 
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Data Kesehatan dan Pekerjaan Rumah Tangga Miskin Tengah Kota 
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Data Perumahan Rumah Tangga Miskin Tengah Kota 
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Data Demografi Rumah Tangga Miskin Pinggiran 
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Data Kesehatan dan Pekerjaan Rumah Tangga Miskin Pinggiran 
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Data Perumahan Rumah Tangga Miskin Pinggiran 
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